SALINAN

BUPATI DELT SERDANG
FEOVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DEL] SERDANG
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

FPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEL] SERDANG
NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
FEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELT SERDANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor =21
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024, diperlukan penajaman
hubungan sebab akibat dan penvelarasan kondisi yang
akan dicapai pada level dampak dengan level fokus
pelaksanaan  reformasi  birokrasi  di Linglkungan
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

b. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan
penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi
terleait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan
reformasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi

birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi:



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 111 Tahun 2020
tentang KRoad Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang 2020 - 2024,

Undang-Undang Drt Nemor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom  Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari
horupsl, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Tndonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelavanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan [Daerah  [Lembaran Negara Republik
mdonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomaor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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[ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesgia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Momor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan FPresiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Cirand Design Reformasi Rirokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Nepara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Ferubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Foad Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Relormasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 lentang
Rowd Mop Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
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12, Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 601

13, Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3
Tahun 2016 i{entang Pembentukan dan Susunan
PPerangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran
Raerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Deli Serdang [Lembaran Daerah Kabupaten
Deh Serdang Tahun 2021 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4
Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daecrah Kabupaten Deli Serdang Tahun
2019 - 2024 (Lembaran Dacrah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2019 Nomor 4] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN ;

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG 2020-
2024,



[Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Deli Serdang

Nomor 111 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 2020-2024
(Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 Nomor
111} diubah sebagai berikut -

Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 [dua) angka vakni angka
15 dan angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikur -

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

L.
2.
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3,

Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;

Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati sebapgai  unsur
penvelenggara pemerintahan daerah vang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom;

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu
Bupat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
dalam penvelenggaraan Urusan Pemerintahan vang
menjadi kewenangan Dacrah Kabupaten Deli Serdang;
Bupati adalah Bupati Deli Serdang;

Sekrefariat Daerah adalah Sekretariat Dacrah Kabupaten
Deli Serdang;

Dinas adalah Perangkat Daerah vang melaksanakan
fungsi pelaksana urusan pemerintahan Kabupaten Deli
Serdang;

Badan adalah Perangkat Daerah vang melaksanakan
lungs: penunjang urusan pemerintahan Kabupaten Deli
Serdang;

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi vang
selanjurnya disingkal PMPRB adalah instrumen penilaian
kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi VHATIE
dilakulan secara mandin (self assessment} oleh

Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah;



£,

10,

11.

12,

13,

14,

1h.

f

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi vang selanjutnya discbut KemenPAN-
EB adalah Kementerian Pendayagunasn Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

Reformasi Birokrasi adalah  proses  menata  ulang
birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan
melakukan terobosan baru  dengan langkah-langkah
bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di
luar kebiasaan vang ada, perubahan paradigma dan
dengan upava luar biasa;

Crand Design Reformasi Birokrasi adalah  rancangan
induk vang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi
birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025:

Fod Map Eeformasi  Birokrasi  adalah  dokumen
dalam benruk operasionalisasi Grand Design Reformasi
Birokrasi (GDRB} vang disusun dan dilakukan setiap 5
(lima] tahun sekali dan merupakan rencana Tinci
pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke
tahapan selanjutnya selama 5 (lima] tahun  dengan
sasaran per tahun yvang jelas;

Foad Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang vang selanjutnya disebut Road Map
Reformasi Birokrasi adalah  rencana  kerja rinei dan
berkelanjutan vang  menggambarkan  pelaksanaan
reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
2020-2024;

Eencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang vang selanjutnya disebut Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci vang
diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau
jangka pendek pelaksanaan  reformasi birokrasi
Pemerintah Kabuparen Deli Serdang 2020-2024;
Reformasi Birokrasi General adalah Reformasi Birokrasi
vang bertujuan memperbaiki sistem dan tata kelola

internal instansi pemerintah;
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16. Reformasi Birokrasi Tematik adalah Reformasi Birokrasi
yvang menargetkan percepatan penyelesaian isu nasional,
seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi

dan administrasi pemerintahan.

Ketentuan ayat (3] Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikul

Pasal 4

(1} Road Map Reformasi Birokrasi adalah  Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
2020-2024,

|2} FRoad Mep Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

{3) Foad Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli
sSerdang 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut ;

BAR I 1 PEMDAHULUAN

BAB [l . GAMBARAN BIROKRASI  INSTANSI
FPEMERINTAH

BAB Il : AGENDA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH

BAR IV : MANAJEMEN PELAKSANAAN RB

BAB V : PENUTUP

Ketentuan FPasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunvi sebagai
berikut :

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrazi 2020-2024
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan oleh
masing-masing Perangkat Daerah di  lingkungan
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dengan menyusun
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sesuai bidang tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Guna memastikan seluruh capaian kinerja tercapai
sebagaimana telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi
Birokrasi 2020 - 2024, akan dibentuk Tim Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
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(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayvat (2] terdini atas :
a. Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Deli Serdang;
b. Tim Evaluator Intermal yang ditetapkan dengan
keputusan Inspektur Kabupaten Deli Serdang.
(4) Tugas dan susunan tim sebagaimana dimaksud pada avat
(3} tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar seliap Orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Bernta Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Dvitetapkan di Lubhuk Pakam
pada tanggal 25 Oktober 2023

BUPATI DELI SERDANG

Ltd

ASHARI TAMBUNAN
[hundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 25 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

ttd

TIMUR TUMANGGOR
BERITA DAERAH KABUFPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023 NOMOR : 47

Salinan sesual
KEPALA B AN HUKUM

MUHAMMAD MUSLIH 3IREGAE
NIF, 19840820 201001 1 017






1.1,

Lampiran : Peraturan Bupati Deli Serdang
tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Delh Serdang
Nomor 111 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang 2020-2024
Nomor : 47 Tahun 2023
Tanggal @ 25 Oktober 2023

ROAD MAP REFOREMASI BIROKRAS] 2020 - 2024

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi (RB)
vang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata
kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan vang
dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder
vang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah
telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 vang terbagi dalam tiga
periode Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, vaitu Foad Map
Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2013-2019, dan 2020-2024.
Dalam lima tahun pertama (2010-2014}, Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang memprioritaskan tujuan reformasi pada penguatan birokrasi
pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan vang bersih dan
bebas Rorupsi, Kolusi dan Nepotisme, kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokras:t dan meningkatkan kualitas pelayvanan publik.

Pada periode lima tahun kedua dari Grand Design Reformasi
Birokrasi Nasional (2015-2019), Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
masih fokus memprioritaskan kelanjutan hasil pada lima tahun pertama
dan melanjutkan agenda utama mewujudkan birokrasi vang bersih,
akuntabel, melavani dengan baik sekaligus memperbaiki kelemahan
kelemahan pencapaian periode pertama. Pada periode terakhir (2020-
2024), reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang masih  terus fokus pada peningkatan berkelanjutan
mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien

serta menjamin pelavanan publik vang prima.
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Pada periode ketiga ini, Pemerintah Kabupaten Deli Berdang juga
menempatkan fujuan utama reformasi untuk semaksimal mungkin
memenubil  harapan dam tujuan umum  Grand Design Relormas
Birokrasi Nasional di tahun 2025 vaitu menghasilkan karakter birokras:
vang berkelas dunia [world class bureaucracy] yang dicinkan dengan
beberapa hal, vaitu pelayanan publik vang semakin berkualitas dan tata
kelpla vang semakin efektif dan efisien.

Pada akhir periode Grand Design RB Tahun 2010-2025 vang
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010, upaya
reformasi diharapkan menghasilkan birokrasi vang berkelas dunia.
Semakin berkualitas rata kelola pemerintahan (governance], semalkin
baik pula hasil pembangunan (developmert outcomes), Hal tersebut
dapat dilihat dan hasil pembangunan nvata yvang manfaatnva dirasakan
oleh masyvarakat seperti program pengurangan kemiskinan, program
lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada
kKesejahterasan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah
memasuki periode Road Map terakhir Grand Design BB Tahun 2010-
2025, hasil yang ditunjukan masih belum optimal, Beberapa upaya RB
masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya herfokus pada
manfaat yang secara langsung dirasakan masyvarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya
perbedaan  antara  kondisi capaian terkini dengan  kondisi vang
diharapkan pada akhir tahun 2025, Perbedaan tersebut dapat dilihat
dari dua sigil, yaitu dan sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan, Pada sis
perencanaan, konteks Foad Map EB 2020-2024 yvang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Perubahan Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 2020 - 2024,
belum optimal mengakselerasi tata  kelola pemerintahan vang
mendorong percepatan pencapalan pembangunan daerah dan nasional
maupun daya saing global.

Pada sisi pelaksanaannyva, pengelolaan RB di level daerah maupun
unit kerja belum secara optimal dirasakan masyarakar, misalnya terkait
ldnerja konkret hagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan
praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [KKN|, Perencanaan dan
pelaksanaan Reformast Biroloasi juga masih dilakukan secara parsial
oleh masing-masing unit kerja sehingga belum berfokus pada isu

stralegis daerah serta arah Pembangunan Daerah maupun Nasional
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Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman/
perubahan terhadap Road Map RB 2020-2024 Deli Serdang vang
berpedoman dengan Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara
dan Feformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan FRead Map
Reformasi Birokrasi 2020 - 2024. Penajaman Read Map ini juga untuk
membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional
vang telah ditetapkan dalam Rencansa Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPIMN] Tahun 2020-2024 tentang RB.

Secara khusus, aspek utama vang perlu ditajamkan dari Road
Map RB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan Reformasi
Birokrasi dalam Road Map RB Kabupaten Deli Serdang belum
sepenuhnya mampu menjawab isu strategis daerah dan nasional
terkait dengan pembangunan daerah, daya saing pemerintahan,
pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis vang perlu dijawab
dengan akselerasi Reformasi Birokrasi.

2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas
Instansi Pemerintah (cross cufting issue], sehingga memerlukan
strategl RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran
lintas sektor dan instansi, Kebijakan-kebijakan Reformasi Birokrasi
diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi
terhadap sasaran strategis dan tujuan Reformasi Birokrasi,

3. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan
sasaran strategis Reformasi Birokrasi dengan penvelesaian terhadap
akar masalah melalui perbaikan sistern dan manajemen internal,
serta 18U prioritas antara lain kemiskinan dan investasi,

Tujuan Penajaman Road Map RB

Perubahan/ Penajaman Road Map BB (2020-2024) ini disusun
untuk membantu Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam
menjabarkan Visi Misi dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (2019-2024) Bupati dan Wakil Bupati terpilih tentang
Reformasi Birokrasi vang selaras dengan vang ditetapkan dalam Misi ke
5 vailu Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk
mewljudkan tata pemerintah yang baik dan bersih, berwibawa dan
bertanggung jawab.
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Mengacu pada beberapa permasalahan yvang telah dijabarkan

sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map EB
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 dengan tujuan,

vaitu |

Mempercepal pencapauan tujuan dan sasaran strategis RB

Fenajaman Road Map BB Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
2020 - 2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB
sehingga tujuan dan sasaran strategis EB dapat dirasakan secars
signifikan oleh masvarakat, Selama ini pelaksanaan RB masih
berlokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-
masging perangkat dacrah, selain itu Road Map RB 2020 - 2024
sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi  dan
belum mengakomodir tujuan utama Foad Map pada Grand Design.
Melalui penajaman Road Map BEB 2020-2024 ini, dapat lokus pada
perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian

apgenda Permbangunan Dacrah.

Mendapatkan Foad Map EB yang |lebih komprehensil dan sesuai

dengan kKebutuhan.

Periajaman bertujuan untuk  mewwudkan  tata kelola
pemerntahan yang dinamis, adaptf, serta mampu menjawab
kebutuhan masyvarakat. Pelaksanaan KB tdak hanya berfokus pada
menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan,
NAMUN juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di
lapangan, Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala
nasiondl maupun global jupa harus menjadi dasar dalam
menctapkan arah kebijakan EB. Kebijakan EB perlu disesuaikan
dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang
disruptif, tdak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh

terhadap tatanan kekidupan masyarakat.

- Mendapatkan Fead Map EB vang mampu menciptakan integrasi dan

orkestrasi pelaksanaan BB vang sinergis dalam pemerintahan.
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Penajaman Foad Map RB 2020-2024 dilakukan untuk
meningkatkan kolaborasi vang baik dari seluruh pihak vang terkait,
baik dar unsur pemerintah maupun luar pemerintah,. Dinas/ Badan
vang menjadi koordinator pelaksanaan BB juga perlu didorong untuk
mewujudlkan ukuran-ukuran vang lebih logms, holistik, berorientasi
hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui
penajaman Road Map BB 2020-2024, seluruh unit kerja diharapkan
dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan
Pembangunan daerah.

lsu Strategis Pelaksanaan RB Deli Serdang 2020 — 2024

Pelaksanaan RB di Kabupaten Deli Serdang menghadapi heberapa
permasalahan. lantangan, dan peluang pada tingkatl hulu maupun hilir
vang harus segera direspon serta diantisipasi untul mewujudkan tata
kelola pemerintahan vang dicita-citakan pada tahun 2024, Isu-isu
strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman Foad Map
RB Deli Serdang 2020 - 2024 .

1.3.1 Isua Straregis di Tingkat Hulu
Isu strategis tingkat hulu merupakan masalabh-masalah
vang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelala
pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan
menimbulkan potensi masalah lain jika ridak segera ditangani.
Beberapa su tingkat hulu yvang berkaitan dengan pelaksanaan
BB di Kabupaten Deh Serdang adalah scbagal benkut:
1. Birokrasi yvang Belum Kolaboratif
Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi
harus berorientasi hasil, Untuk mewujudkan arahan
terschut, terdapat berbagal peran aktor dan sektor vang
memjadi kunet keberbasilan KB, Namun dalam praktiknya,
peran vang silo masih menjadi  tantangan dalam
perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB.
Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-
peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam
rumusan tujuan, sasaran [(goal seffingl dan =strateg

pelaksanaan RB.
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2. Translormasi Digital yang Belum Optimal
Dalam  mewujudkan  transformasi  digital vang
mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tabhun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektromk [SPBE). Perumusan
kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah
dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum
mampu  mencapai  tujuan  vang diharapkan. Hal ini
disebabkan, masih rendahnya komatmen mmpinan i
pemerintah daerah menjadikan SPBE schagal prioritas dan
perencanaan dan integrasi  sistern vang  dibangun
pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan
penguatan dan  percepatan  implementasi SPBE  secara
berkelanjutan.
3. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang
belum tuntas
Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian
proses vang terdiri dan penyederhanaan struktur organisasi,
penyetaraan jabatan dan penvesuaian sistem Kerja pasca
peniyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistern kerja pada
[nstansi Pemenntah dilakukan secara mendasar yang
mampu mentransformasi proses bismis  pemenmntahan
menjadi lebih dinamis, lincah, dan protesional. Sistem kerja
vang sebelumnya  bersifat  berjenjang/hierarkis menjadi
sistem kerja vang sederhana dengan mengedepankan pada
kerja tim wvang fokus pada hasil serta menghargai
kompetenst, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan
tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung
perncapaian  tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk
pelaksanaan  sislem kerja tersebut, Menieri PAN-EB telah
menetapkan Peraturan Menternn PAN-RB Nomor 7 Tahun
2022 tentang Sistemn Kerja Pada Instans Pemenntah Untuk

Penyvederhanaan Birokrasi.
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Denpan telah ditetapkannyva Peraturan Menteri ini.
seluruh  Instansi Pemenntah diminta untuk segera
menyvesuaikan sistem kerjanyva melalul penyempurnaan
mekanisme kerja dan proses  hisnis  birokrasi  yang
berorentas pada percepatan pengambalan keputusan dan
perbaikan pelavanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalul Sistern Kerja vang baru, Pojabat Fungsional
akan dapat ditugaskan secara flexible, changeable, dan
moveable, dengan pengelolaan kinerja vang akuntabel.
Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu
melainkan lokus pada pencapman  tguan  organisas,
Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut
untuk mampu berkinega Icebih optimal sesual dengan
kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanva pada unit
organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit

arganisasi.

. Integritas Penvelenggaraan  Pemenntahan vang masih
menghadapr kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan
masih menghadapi banvak tantangan. Hal ini terlihat dari
masih  banyaknya temuan penvimpangan, baik vang
dilakukan oleh pimpinan instans MAUPUN  PDEEEWAITIVA,
Kelemahan sistem peongawasan mendorong tegadinya
perilaleu koruptif dan pelanggaran intepritas. Oleh karena
itu, perlu dilakukan penguatan sistern pengawasan dalam

petiyelengzaraan pemerintahan,

. Budaya Birakrasi: BerAKHLAK yvang belum terimplementasi
dengan baik

BerAKHLAK wvang ditetapkan scbagai budava kega
Aparatur Sipil Negara [ASN] vang menyvederhanakan nilai-
nilai dasar ASN vang terkandung dalam Undang-Undang
(UU] Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, vang terdiri atas
komponen Berorientasi Pelavanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loval, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budava
integritas tinggi dan pelayanan prnima.
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Sehingga budaya kega terscbut dapat memjadi
pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berpenrlaku
menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan
pengungkit.  Meskipun budaya kerja ini sudah
disosialisasikan kepada seluruh pemerintah daerah, namun
belum dintermalisasi dengan baik, sehingega pemahaman
makna nilal BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh
pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakulkan
penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara

masif dan berkelanjuan.

1.3.2 Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategizs tingkat hilir merupakan masalah vang
muncul di masyarakat terkait dengan agenda program
Pembangunan Daerah/Nasional. Isu strategis hilir umumnya
rerjadi sebagai turunan vang muncul apabila isu sirategis hulu
tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir vang berkaitan
dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Deli
Serdang antara lain adalah sebaga benikut;

1. Hasil pelaksanaan program-program  pengentasan
kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yvang
dikeluarkan;

2, Tantangan resesi global dan peningkatan investasi;

3. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap
pelavanan publik pnma;

4, Dampak inflasi;

3. Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (PDN).

1.4 Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Deli SBerdang | 2020 - 2023)

Beberapa capaian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai
akhir tahun 2022 Kabupaten Deh Serdang adalah sebagai berikut ¢

1.

Penyvederhanaan Birokras:

Penvederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan
jabatan 481 pegawail eselon IV, sudah terdapat 373 pegawai
vang dilantik menjadi fungsional. Dilakukan agar proses kerja
birckrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis

dalam pengambilan keputusan.
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2. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tara kelola
pemetrintahan vang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan
pelavanan  publik vang berkualitas, diwujudkan melalui
penggunaan teknologi  informasi dan komunikasi  kepada
pengguna layvanan. Pada Penilaian Tahun 2022 Indeks SPRE
Kabupaten Deli Serdang adalah 3.32 pada skala 1 - 5.

3. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah
(SAKIP)

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik vang
memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem
penganggaran  dan  sistem  pelaporan  kinena  sehingga
memastikan  keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja
Instansi Pemerintah, Pada Penilaian Tahun 2022 Indeks SAKIP
Kabupaten Deli Serdang adalah 70.18 dengan Predikat "BB".

4, Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima

Pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang
dilakukan perusahaan atau organisasi tertentu untuk
memberikan pelayvanan maksimal dengan  tujuan  agar
pelanggan atau masyarakal bisa mendapatkan kepuasan atas
pelavanan vang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
terus berupava untuk mewujudkan pelayvanan prnima kepada
masyarakat hal ini tercermin dari penilaian yang dilaksanakan
oleh Kementerian PAN-EB melalui Indeks Persepsi Kualitas
Petayanan Publik (IPKP} dimana pada tahun penilaian 2022
Deli Serdang mendapat nilai 95.90 dan penilaian Kepatuhan
terhadap Standar Pelavanan Publik dari Ombudsman Rl di

tahun vang sama Deli Serdang mendapat nila1 91,99,

Selain itu, progres capaian RB Kabupaten Deli Serdang juga dapat
dilihat melalii Indeks BB, Indeks RBE menggambarkan tingkat kemajuan
pemerintah  daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada
Gambar 1.1 merupakan capaian Indeks RB Kabupaten Deli Serdang.
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Gambar 1.1 ! Indeks RE Deli Serdang 2020 - 2022
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BAEB 11
Gambaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
HKabupaten Deli Serdang

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Kabupaten Deli Serdang, terdapat beberapa permasalahan
yvang terjadi. Capalan Indecks Reformasi Birokrasi yang belum baik dan
capaian tersebut juga belum berdampak terhadap masyvarakat Kabupaten
Deeli Serdang.

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

vang terjadi di Kabupaten Deli Serdang di antaranva sebagai berikut :

a, Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Reformasi Birokrasi menjadi salah saiu fakilor vang
berpengarubh  terhadap capaian  Indeks Reformasi  Birokrasi,
Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang selama ini telah berjalan
melalul pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Deh Serdang yang bersifat koordinatif dirasakan belum
efelctif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang
muncul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi yang

diantaranya sebagal berikut :

1) Masih terdapat paradigma atau anggapan di antara Tim Reformasi
Birokrasi wvang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi itu menjadi tanggungjawab dari Bagian
Organisasi  Sekretariat Dacrah semata,  sehingga  hal  ind
menyebabkan kurang terjalinnya kolaborast dan komunikas: yvang

efektif dalam implementasinva di lapangan;

2] Belum adanya pembagan peran vang jelas di antara pengampu
indikator kinea HEeforman Birokrasi. Hal ini dikarenakan dalam
dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat
daerah, komponen-komponen pembentulk Crfica! Success Factor
(CSF) Reformasi Birokrasi tidak menjadi sasaran Kinerja di
perangkat daerah, sehingga seolah-olah Reformasi  Birokreasi

terpisah dan dokumen perencanaan pembangunan yang ada.
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3) Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi vang
dilakukan oleh koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi vang
dalam hal ini dilalkukan oleh Sekretaris Daerah yang di
delegasikan kepada Bagian Organisasi vang dalam struktur
organisasi perangkat daerah berada pada level menengah (middle
level] yvang harus mengoordinasikan level kepala perangkat daerah
[hugh level); dan

4] Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh
jajaran baik ASN maupun stakeholder lainnya vang terlibat dalam
penvelenggaraan pelayanan kepada publik  terkait dengan
implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan unit kerjanya
masging-masing, sehingga hal i1 menyebabkan  gaung
pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak tersampaikan dengan baik
kepada publik.

Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokras:
Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokras:
Tahun 2022, ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang secara umum
masih dibawah dari yang diharapkan, Capaian Indikator
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli
Serdang tahun 2022 dapat di lihat pada tabel — tabel berikut:

| Nilal |
ian S e
No. Komponen Penilais Bobo 2021

A. HKomponen Pengungkit

I. Pemenuhan 20,00 Tk 7,93

I, Hasil Antara Area Perubahan 10,00 3,59 6,37
I Reform ' 3000 | 1042 | 1192
Total Komponen Pengungkit | 60,00 23,24 ‘ 26,42 J

Tabel 2.1. Nilai Knmpnnen !"‘E'l'lgu:“lgklt Reformasi Birokrasi
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| Organisasi

Z Nilai | Nilai |
No. | Hfmﬂ.ﬁ.nt:rn j Skala MIT 2022 swmm
| Indeks Sistem | i -
1 Merit 0-400 109,00 | 188,50 hﬂEN_ )
Indeks i
2 | Profesionalitas 0-100 50,34 4981 | BEKN
ASN
Indeks Sistem
Pemerintahan Kementerian PAN-
3 Berbasis 1-5 2,39 3,32 BB
| Elektronik [SPBE)
Kualitas
o | Pengelolaan o
1 Pt i 0-100 | 32,04 | 60,70 | LKPI
Barang dan Jasa | _
5 pockepelavanan | g5 | 397 | 4,03 |Kementerian PANRE
fi | Kapabhilitas APIP (-5 2+ | 3,00 |BPKP
7 _ Maturitas SFIP 0-5 200 3,00 GPKP
Indeks :
8 | Pengawasan [ 0-100 | 7688 | B2.29 | ANEI
Kearsipan |
Eepatuhan
9 |terhadap Standar 0-100 98,90 | 9199 gf‘ﬁﬁ“;ﬁg o
Pelavanan Publik P OnEsia
Tabel 2.2, Milai Hasil Antara Reformasi Birokrasi
No. Komponen Hasil Skala Nilai Sumber Data
| 1 | Opini BPK Gl | wep | SR R
| ) henangan
i T . Kementerian
[ 2 | Nilai SAKIP 0-100 70,18 PANRE
Indeks Persepsi . 2
Kualitas Pelayanan 0-100 Q5 00 ﬁ;ﬁ;ﬁtﬂ ey
3 | Publik (IPKP) - R
| Survel Penilaian
I Integritas (SPI)
Imdeks Persepsi Anti " Eksternal aleh
* | Korupsi (IPAK) Uil | TTO0 | ganiad
Permberantasan
B Korups [KPK)
5 Survei Tnternal 0-100 | 75 68 5Pl Internal oleh

KFPK

Tabel 2_3. Nilai Komponen Hasi]. Reformas Birokrasi
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) = l

Nilai
No. Komponen Penilaian Bobot [ e
. 2021 | 2022

B. Komponen Hasil

I | Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 10,00 | 7.51 = 1,91

2 | Kualitas Pelavanan Publik 10,00 8,65 | 9,59
3 | ifemermmhﬂ.n Yang Bersih dan Bebas 10,00 | 7,02 775
LK %
4 | Kinerja Organisasi 10,00 5,66 6,85
Total Komponen Hasil 40,00 | 28,84 | 32,10
| Indeks Rafurmaa: Eir:;lklnsl (Pengunglkit | 100,00 | 52,07 58,52 |

Tabel 2.4, Indeks Feformasi Bim}.;raﬁi {Pengunglu:t + Hasil)

Ketercapaian sectiap Indikator penilaian setiap komponen pelaksanaan
Reformasi Birpkrasi di Kabupaten Deli Serdang merupakan gambaran dari
implementasi mnyata di lapangan. Dati tabel-tabel yang di paparkan
menunjukan cerminan nyata dari implementasi pelaksanaan reformasi di
Kabupaten Deli S8erdang dan dari hasil yvang didapat perlu tindakan secara
komprehensil dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar perbaikan merara

pada seluruh perangkat daerah dari segi pelaksanasn reformasi birckrasi,

2.1, Korndisi Eksisting Sesual Dengan Perubahan Road Map BEB 2020
2024 Nasional ( Target Capaian Indikator Tujuan RE Masional)
Kondisi eksisting Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang dibandingkan dengan target pada Reoad Map RB Nasional
(FermenPAN-RE No 3 Tahun 2023) dengan target P-RPJMD 2019 -

2024 Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut ;
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Target Road |
No | Tunjuan RB 2020- Indikator Tujuan Map RB Target Akhir Kondisi 2022
2024 Nasional Nasional P- RPJMD Deli | Deli Berdang
2024 Berdang 2019
L. | Terwujudnya  birokrasi | Capaian Indeks | 70 o F | 58,52 [CC)
| vang bersih, efekrif dan | Reformasi | Kabupaten [
| herdaya sAing | Birokrasi | fKota
{ mendorong Kementerian/ | Mirnimel Baik
pembangunsn oasional | Letnbogay
| dan pelavanan publik Pemerintah
Dagrali . | = |
Capaian Indikator | Angka 4,06% | 3,62%
Kinerja Kemiskinan
Pembangunan  Menurun )
Pertumbiihan Q0% [ 93,87%
Investasi
Meningkat

2. | Terciptanya tata | Indcks SPBE 2% 3,232 [skala | -
kelaln Kah/Kota aj
pemerintahan digital ik |
VHIE bincah, | Capaian O [ T FLARE.
kolaborati, dan | Akuntahilitas Kementrian/ |
akuniabel Rinerja Lembagn /

Pemerintah
Dacrah '
Minimal Baik
Capaian 100 WTP WTF | sejak
Akuntabilitas kementerian LKPD TA 2020
KeLangan lembaga/
. pemerintah
5 dacrah WTP
| clergan
i | Lirgkat
tindak lanjur
20%

3. | Terciptanva  Budaya | Milai Survel | F.00% 105 [oormariled)
Rirokrasi BerAKHLAK | Employer Hroanding e -
dengan ASN yang | Nilai Survei Indeks | 67, 124% - I T 1
Profesional BerAKHLAK —

Milai Burvel | Nilad rata- £ 753,68
Penilaiari rata
Integritas kementerian

L b f

pemeriniah

daerah

-l meningkal | —

| Nilai Survei | Nilai  rata- 77.35 71,69
Kepiiasin rara
Masyvarakar kementerian

fern baga

pemerintah

dacrah

meningkat

Tabel 2.5 Perbandingan Kondisi Eksisting dengan Target Road Map RB
Nasional dan P- REJMD 2019 — 2024 Deh Serdang
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BAB III

AGENDA REFORMAS] BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN DELI
SERDANG 2020 - 2024

3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran EB
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang perubahan atas peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun

2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 telah menetapkan

twuan dan sasaran dan Heformasi Birokrasi secara nasional. Tujuan

Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah Birokrasi yang bersih, efektif, dan

berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan

publik, sedangkan sasaran Reformast Birokras Tahun 2020-2024 vaitu:

1. Terciptanyva tata kelola pemenntah digital vang efektf, lincah, dan
kolaboratif sasaran i berkaitan dengan tata kelola pemerintahan
(governance] yang mampu mempertanggung jawabkan penggunaan
sumber dava melalui penciptaan hasil / dampak vang nvata bagi
masyvarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk
selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam mercspon perubahan
lingkungan strategis vyang bercin VUCA ({Velafility, Uncertainty,
Complexity, Ambiguity). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola
pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan
komunikasi sebagat instrumen utama dalam proses nternal tata kelola
vang baik dan penyediaan pelayvanan publik vang berkualitas,

2, Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN vang profesional,
Sasaran ini berkaitan dengan budava birokrasi vang mengedepankan
nilai orientasi pelavanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif,
dan kolaboratif dalam pelaksaan tugas menvelenggarakan pelavanan
publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan nasional, serta disi dengan ASN yvang memiliki
komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja, dan dava saing yang
tinggi.

3.2 Perencanaan BB General
Pelaksanaan RB pada level mikro mengacu pada kebijakan RB
vang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar
pada Road Map RB 2020-2024 dengan pensajaman yang mengarahkan

Pelaksanaan RB ke dalam 2 fokus, vaitu EE General dan RB Temaltik.
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Perencanaan RB General Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
mengacu kepada pelaksanaan RE Nasional. Tahapan Pembangunan RB
General Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat diilustrasikan

dalam gambar berikut:
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Gambar 3.1 Tahapan Pelaksanaan RB General Pemeriniah

Kabupaten Deli Serdang

3.2.1, Penerapan Prioritas Kegiatan Utama
dacrah schagm mikro

melaksanakan RHeformasi Birokrasi dalam dimensi prioritas nasional

Pemerintah pelaksana level
vang telah ditetapkan eoleh level makro dan meso berupa kegiatan
Liama dan telah ditetapkan dalam Foad Map Reformasi Birokrasi
Nasional, serta benfat mandatory.

Kegiatan utama reformasi birokrasi vang bersifat mandatory di

Deli Serdang tetapkan sebagaimana tabel berikurt :

| No Kegiatan Ltama {K11) I Indikator Kegiatan Utama
Penyvederhanaan Birokrasi

[ Menvederhanaan Struktur
Organisasi]) transtormasi
organizasi bebasis kinerja dan
agile _
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru | Tingkat Implementasi Sistern kerja
2 dengan model fleksibe]l bagl Baru

Tingkat Implementasi

Penvederhanaan
[ Birakrasi

Pegawai ASN | dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai
5 Pclaksanaan Arsitektur SPEBE Indeks Sistem Pemernnizhan Berbasis
‘ nasional Elektronik (SPBE)

Pelaksanaan Sistem | - - R )
1 Akuntahilitas Kinerja Instansi | Milai Akuntahilitas Kinerja Instansi

| Pemerintah vang terintegrasi Pemerintah [AKIP)

Tingkt keberhasilan pembangunan

I | Pembangunan Zona Intesritas z ;
2 o BE | 7Ona integritas

| Penguatan implementasi

f | sistem pengendalian intern Tingkat Maturitas SPIP
pomerintah SEP)
Penguatan Pengelolaan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduoan
| Pengaduan Masyarakal | Masvarakal (LAPOR)
! H Penguatan Upaya Pencegahan Survel Penilaian Integritas

Konupsi
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— .. g ———

No Kegiatan Utama (KU) Indikator Kegiatan Ulama
Pelaksanaan Tata Kelola I =

) Kehijakan Publik [ndeks Kualitas Kehijakan
Pelaksanaan Pembentukan

10 | Peraturan Perundang Indeks Reformasi Hukuam

| | undangan
11 | Pelaksanaan Arsip Digital | Tingkat Digitalisasi Arsip
1 | PELFﬂ-:*.ELEELEm Data Statistik Tingkat Kematangan PETLIWE‘!!JEH-TI-I-_HII .
' Sektoral | Statistik Sekloral

Penpuatan Pengadaan Barang | "
L3 | g s Bemeietan | Indeks Tata Kelola Pengadaan

P&nguaﬁn Pengelolaan

ini BPK
A Keuangan dan Aset b sl

Penataan Jabatan Fungsiornal
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Tabel 3.1 Kegiatan Utama Marndatory

Setelah indikator dari Kegiatan Utama (KU} mandatory ditentukan
sesuai tabel di atas selanjutnya ditetapkan target dar Kegiatan Utama

(KLU tersebut sebagaimana tabel berikut :
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3.3 Pembangunan RE Tematik Kabupaten Deli Serdang

EB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan
menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan
|debottlenecking] vang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan
nasional secara kolaboratif,. Konsep RB Tematik, diharapkan dapat
mendorong percepatan RHeformasi Birokrasi vang kolaboratif dan efekbf
mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat
dirasakan manfaatnva oleh masyvarakat secara luas. Melalul Reformas:
Birokrasi Tematik, pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata dalam
pembangunan dengan berbagai pelaksanaan program  kKeglatan yang
sifatnva problem solving deboftlenecking dalam tata kelola pemerintah,

Tahapan pembangunan RB Tematik Kabupaten Deli Serdang

dapat digambarkan seperti berikut :

Tahapan RB Tematik (K/L/D)

Road Map Relormasi Birok

(ambar 3.2 Tahapan RB Tematik

3.3.1 Pemilihan/ Menetapkan Tema RB Tematik

Langkah awal dalam kerangka pembangunan RB Tematik
adalah menetapkan tema yang akan dijadikan sebagai fokus
RE Tematik pada tahun berjalan. Dalam menetapkan fema,
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berangkat dari evidence
berupa data vang kuat dan relevan (evidence based policy).
Data merupakan kemponen penting pada tahap ini karena data
tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang dapat
digunakan sebagai dasar penetapan tema. [Data yang
digunakan dapat berupa data primer maupun sekunder, baik

dari internal maupun eksternal instansi pemerintah.



23

Metode yang digunakan adalah melalui evaluasi terhadap
kinerja diinginkan yang dibandingkan dengan Kinerja eksisting.
Setelah  melakukan VAang
diinginkan dengan kinerja eksisting yang maka

identifikasi  terhadap kinerja
ada,
selanjutnya adalah memperhatikan GAP yang muncul dari
kedua kinera/kondisi tersebut. Keberhasilan pelaksanaan KB
Tematik tidak terlepas dari kemampuan instansi pemerintah
dalam mengenali adanya permasalahan kesenjangan antara
kinerja vang sudah ada dengan kinerja yang akan dicapai
dalam RB Tematik,

-~ — =
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Tabel 3.3 Analisa Penetapan Tema RB Tematik

Dari analisa data pada tabel 3.3, di atas, beberapa indikator

dari tema pada RB Tematik untuk Kabupaten Deli Serdang memang

sudah melampaui Target Nasional seperti angka kemiskinan pada

tahun 2022 Deli Serdang sudah mencapai angka 3,62% sedangkan
target nasional untuk angka kemiskinan pada tahun 2024 adalah

7.
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Namun demikian dalam Perubahan FRoad Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024 Deli Serdang vang memililkdi waktu pelaksanaan
hingega tahun 2024, Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang menetapkan

5 {lima) tema Reformasi Birokrasi Tematik yvaitu:

a. Pengentasan kemiskinan ;

b. Peningkatan investasi,

¢. Digitalisasi pemerintahan [Program Percepatan Pencegahan dan
Penurunan Angka Stunting);

d. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negen (P3DN};dan

e. Pengendalian inflasi

3.3.2 Identifikasi Masalah
da. Pengentasan Kemiskinan

Kecenderungan kemiskinan di  Kabupaten Deli Serdang
mempunyai empat dimenst pokok, vaitu: (1] mimmnya kesempatan
kerja; (2) rendahnya kemampuan,/ keterampilan kerja (3) terbatasnya
jaminan sosial; dan (4] pemberdayaan vang kurang. Dengan upaya
pemerintah daerah yang terus meningkatkan infrastruktur diharapkan
dapat memacu perekonomian daerah yang diharapkan dapat menjadi
dava ungkit mengurangi kemiskinan, namun demikian dengan
keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dilakukan termyata

belum dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan,

Dari identifikasi dan analisa vyang dilakukan, salah satu
penvebabnya adalah Iemahnya kemampuan masyarakat untuk
mempergunakan infrastrukiur vang telah dibangun untuk menjadi
madal  dalam melaksanakan kegiatan usaha, Belum optimalnya
masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur yang dibangun sehingga
diperlukan suatu program dan kegiatan yang dapat mendorong
pemanfaatan infrastrukiur  yang telah ada uniuk mendukung
pembangunan ekonomi masyarakat sekaligus dengan menerapkan akses
keterbukaan terhadap investor yvang ingin menanamkan modalnya di

Kabupaten Deli Serdang.
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik daerah Kabupaten Deli
Serdang bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang
mengalami peningkatan, sejak tahun 2016 scebesar 4,86 persen dan
terus menglami penurunan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 3.BH
persen walaupun pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurin
menjadi - 1,78 persen, Jika membahas perekonomian Kabupaten Deli
Serdang dari sudut pandang Pendapatan Domestik Regional Bruto
(PDRB), pada tahun 2020 menunjukkan bahwa atas dasar berlaku telah
mencapai sebesar Rp 110,145 miliar berada dalam posisi ke dua di
Provingi Sumatera Utara, sedangkan PDRB atas dasar konstan tahun
2010 pada tahun 2020 sebesar 70.596,68 miliar rupiah,

Dengan melihat angka PDRB dan jumlah kemiskinan, maka
pemerintah  perlu  melakukan perbaikan  perekonomian  untuk

masyarakat kalangan menengah ke bawah.

b. Peningkatan Investasi

Dalam rangka mengurai beberapa permasalahan yang dihadapi
Kabupaten Deli Serdang terkait dengan meningkatkan investas pada
pemerintah kabupaten Deli Serdang, maka Kabupaten Deli Serdang
memilih tema peningkatan investasi untuk menyelesaikan masalah-
masalah sebagal berikut:

1. Belum optimalnya pengumpulan data potensi dan peluang
investasi Kabupaten Deli Serdang, karena adanva wabah pandemi
covid-19 dan minim nya data potensi dan peluang investasi pada
perangkat daerah;

2. Rendahnya  kesadaran perusahaan PMA/PMDON untuk
menyvampaikan LKPM, karena kurangnya kesadaran pelaku usaha
terhadap pentingnya pelaporan LKFM |

3. Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN belum maksimal
disebablkan karena adanya wabah pandemi covid-19;

4. Sulitnva mengetahui nilai realisasi investasi dan jumilah iNvestor
pada aplikasi Online Single Submission [O55] karena adanya
perubahan wversi 0SS yang menyulitkan usaha untuk
mendaftarkan perusahaannya;

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan

n

karena adanya anggapan bahwa mengurus perizinan sulit dan

herbalit-belit.
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¢. Digitalisasi Pemerintahan (Program Percepatan Pencegahan
darn Penurundn Angka Stunting]

Hadirnva Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik [SPBE] memberikan babak baru bagi
pemerintahan  pusat maupun daerah untuk memperbaiki dan
meningkatkan tata kelola atau manajemen pemerintahan, |mplikasi
dengan diberlakukannya peraturan tersebut telah mendorong seluruh
instansi pemerintah untuk wajib menerapkan SPBE atau yvang lebih
dikenal dengan e-government. Hal ini sebagai langkah adaptasi dar
tantangan dunia vaitu revolusi industri 4.0, schingga penerapan e-
governmenl bagi penyelenggara pemerintahan bukan lagi sebagai
pilihan, tetapl suatu keharusan.

Penerapan digitalisasi sistem tata kelola pemerintahan ini adalah
strategi untuk mereformasi birokrasi yang bermuara pada pelayanan
publik vang prima, Implementasi SBPI secara optimal akan memberikan
dampak langsung maupun tidak langsung terhadap integrasi sistem,
sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan  efisienst, Program
Percepatan Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting yang menjadi
salah satu prioritas presiden diharapkan dapat optimal pelaksanaannya

dengan penerapan SPBE di Lingkungan Pemeriniah Daerah,

Diharapkan penerapan e-government akan menekan prakbk
curang dalam birokrasi, sepertl pungutan liar, suap menvuap, sampai
dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keterkaitan RPJMD
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dengan Rencana Induk
Sistem Permerintahan Berbasis Elektronik (SPRE] Nasional berada pada
Misi ke-5 vaitu: “Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah
untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih, berwibawa

dan berranggung jawab.

d. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri ([PDN}

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Megeri [F3TIN)
adalah salah satu upayva Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar
lebih menggunakan produk dalam neger dibandingkan produk impor.
Setiap belanja instansi pemerintah didorong agar mengurang impor dan
banyak memanfaatkan produk dalam negeri. Kedepan pada tahun 2{r24
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menargetkan realisasi PDN sebesar
40%%.
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e. Pengendalian inflasi

Kinerja perekonomian Kabupaten Deh Serdang vang digambarkan
berdasarkan atas perubahban nilan PDEB Alas Dasar Harga Konstan
[ADHK]) 2010, pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi 5,15 persen
menurun menjadi 5,18 persen pada tahun 2019 dan mengalam
penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar -1,78 persen. Secara ril
untuk PDRB per kapita berdasarkan ADHK dari tahun 2017 hingga
tahun 2021 mengalami pemngkatan, dengan masing-masing  yaitu
menjadi sebesar 44,07 juta rupiah pada tahun 2017, menjadi sebesar
46,91 juta rupiah pada tahun 2018, menjadi sebesar 49,79 juta rupiah
pada tahun 2019, menjadi 57.02 juta rupiah pada tahun 2020 dan
menjadi 559,39 juta rupiah pada tahun 2021,

Pada tahun 2021 penunjang utama terhadap perekonomian
Kabupaten Deli Serdang menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga
Berlaku [ADHB] vang terdiri dari 17 sektor masih didominasi oleh
industri pengolahan vang merupakan penvumbang terbesar dalam
pembentukan PDRBE Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tahun-tahun
sebelumnya, hal ini  terlihat dari besarnya kontribusi industri
pengolahan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Deli Serdang valtu
sebesar 31,41 persen. Kalegori penyumbang terbesar kedua dalam
memberikan kontribusi FDRB Kabupaten Deli Serdang adalah kategori
perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu
sebesar 17.78 persen, kemudian dilanjutkan dengan kategori konstruksi
vaitu 16,49 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan 10,59 persen,
sedangkan penyumbang terkecil atas distribusi PDEB Kabupaten Deli
Serdang yaitu kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan
daur ulang vaitu sebesar 0,04 persen. Peningkatan PDRB per Kapita
Kabupaten Deli Serdang ini memberikan pengaruh  terhadap
peningkatan kebutuhan dan konsumai masyvarakal, namun terkadang
permasalahan antara ketersediaan dan pemenuhan atas kebutuhan
harang dan jasa vang tidak sebanding seringkali menimbulkan kenaikan
harga barang dan jasa. Kenaikan harga dari berbagai  kelompok-
kelompok barang dan jasa mengakibatkan terjadinya inflasi.
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Tingkat inflasi menggambarkan peningkatan harga secara terus
menerus. Inflasi yang dipolongkan dalam kelompok inflasi ringan jika

capaian inflasi kurang dari 10 persen.

Inflasi yang ringan dibutuhkan

dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar memproduksi

lebih banvak barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan

ckonomi. Sebaliknya, inflasi yvang tinggl akan memberkan dampak

negalil karena akan mendorong penurunan konsumsi masyarakat yang

berdampak terhadap penurunan produktifitas ekonom.

3.3.3 Penetapan Kinerja RE Tematik

bl Tem | st | gt s faseine 2022 | B e
| Menruenye dniha | PeMEAEGE | Parungeat Daarat
1| eciaa KR reshinan ! m Parsen| 3o :
e ik Endn | Remiskinen lmrkait
| tuirve Wil
eyl |
MemnakatipaMild | Samkaa Peranghat Doerah |
2 (PEsnpkalan Invesizsl Faliasbis Hamiored qu""i N L 00 DENPT:P Terear
| i PIMTH dan |
P
P inghatigd
TR Pemnghat Caeeh
Ogitalisas Adranivnay |I'|'.:l'ErI'I'l'l'||:|E| . indeks SPEE | mEa 342 %51 an kaguyrhakban i
| Pums g baran T-pondoevmani CigiE) T E
1 5PEE| B
i P Wi #n Tinglad
Paningaafan Progg-neas nngsHnyE e o Frrartgid b Daeran
i ggaTaan .
# n x 3 a Parsen 17 E-2 L] Cisaenndag .
¢ [Feocuk Jalam Nege mlu,un:m..mduc st il Torks
B3, frmm piege Megir |
Priangicat Uo=rzh |
Tekendaivys ! 3 ! i [isperisd
E i Timpked liltani|Prrsen G IEL it speriideg K
5 |Peegandatan inflast fingher infia Daerah | | Tear J

Tahbel 3.4 Tabel Target Kinerja RB Tematik

3.3.4 Kerangka Logis (Logical Framework) Setiap Tema RB Tematik

a. Pengentasan kemiskinan

Menurunmyz Anjgka Kemiskinan
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Gambar 3.4 Kerangka Logis Kinerja RB Tematik Tema Pengentasan
Kemiskinan
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BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN RB DI KABUPATEN DELI SERDANG

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
4.1,1 Frameweork Ilmplementasi Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Deli
Serdang
Arah kebijakan implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten
Deli Serdang di fokuskan untuk Reformasi Birokrasi manajeman
tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi General) dan
mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu
menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata
bagi masyarakat [Reformasi Birokrasi Tematik]. Percepatan
berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi
masyarakal tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata
kelola pemerintahannya. Oleh  karenanya  pembangunan
Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik
sejatinya merupakan upava vang memiliki hubungan kausalitas
yang positil dan  harus dilaksanakan secara terpadu dan

beriringan.

/

t Implementasl

Fokus

Gambar 4.1. Framework [mplementasi Reformasi Birokrasi Di

Kabupaten Deli Serdang
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4.1.2 Pengelola Reformas: Birokrasi Pemerintah Daerah

Untuk menjamin efeksifitas dan efesiensi dalam pelaksaan
kebijakan Reformas Birokras: di Kabupaten Deli Serdang, baik
Feformasi Birokrasi General maupun Reformasi Birokras: Tematik
memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan
ini di upayakan dengan pembenahan pengelola HReformasi
Birokrasi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang.
Berbeda dengan periedisasi Road Map Reformasi Birokrasi Deli
Serdang terdahulu, pengelola Reformasi Birokrasi dibentuk dalam
sehuah tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggoia yang
cukup besar vang dari hasil evaluasi dirasa tbidak optimal maka
dalam Perubahan Read Map Reformasi Birckrasi Kabupaten Deli
Serdang 2020 - 2024 pengelola Reformasi Birokrasi dilevel
pemerintah  daerah disusun secara lebih simpel dengan

pembagian peran vang cukup jelas dan terarah,

Leading Institution
Pengampu RE General

Pengelola RB Internal/ e €
Btrategic Transformation 7
Unit (STU)

Leading Sector
Pengampu RB Tematik

Gambar 4.2 Pengelola Reformasi Birokrasi Level Pemerintah Daerah
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FPengelola Reformasi Birokrasi level pemenntah daerah
Kabupaten Deli Serdang terdiri dari Tim Pengelola RB Internal/
Strategic  Transformation Unit  |8TU), Leading Institufion
Pengampuh Reformasi Birokrasi General dan Leading Sector
Pengampu Reformasi Birokrasi Tematik. Pada Pemerintah daerah
Kabupaten Deli Serdang tidak dibentuk secara khusus tim
Reformasi Birokrasi General dikarenakan seluruh kinerja
Reformasi Birokrasi General telah tercantum didalam RPD dan
Rensira perangkat daerah sehingga pembangunan Reformasi
Birokrasi General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja
pembangunan  daerah kKhususnya pada aspek tata kelola
pemerintah  sehingga sudah  secara otomatis telah menjadi
tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksaan Reformasi Birokrasi
Tematik, tidak secara khusus dibentuk tim Reformasi Birokrasi
Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya
telah  terbentuk lembaga/tim  khusus yang menangani iU
pembangunan vang dijadikan tema dalam EReformasi Birokrasi
Tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah
terbentuk Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPIDY, untuk pengguna produk
dalam negeri telah terbentuk tim Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan investasi
telah terbentuk tim percepatan infestasi daerah. Adapun tema
untuk Reformasi Birckrasi Tematik lainnya apabila perlu
dilkentule tim maka diberikan keleluasan kepada Leading Sector
Reformasi Birokrasi Tematik tersebut.

a) Pengelola RE Internal/ Strategis Transformation Urat (STU)

Pelaksana RB di level mikro merupakan pelaksanasn RB
oleh instansi daerah masing-masing. Pada implementasinya
setiap pelaksanaan RB pada level mikro dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-
program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistemik,
komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di
pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan
implementasi tersebut, Sekretaris Daerah setiap pemerintah
daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal
(Strategic Transformation Unit (STU). Struktur STU bersifat
fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan hisa
dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada
struktur vang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-
masing instansi.
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Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang terdiri dari Tim Pengarah EReformasi Birokrasi, Tim
Pelaksana Reformasi Birckrasi dan Tim  Evaluator Internal
Reformasi Birokrasi. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi memilika
tugas memberikan arahan kepada tim pelaksana terkail
kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tim Penpgarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang, beranggotakan:

1. Ketua : Bupati Deli Serdang

2. Wakil Ketua : Walkil Bupati Deli Serdang

3. Sekretaris : Bekretaris Daerah Kab, Deli Serdang
4. Anggola : Asisten pada Sekretariat Daerah Kab.

Deli S8erdang dan Stal Ahli Bupat Deli
Serdang

Tim Pelaksana Reformasi Birckrasi Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang, beranggotalkan:

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kab, Deli Serdang

2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kab. Deli Serdang

3. Bidang-Bidang :

a. Pelaksanaan BB General

b. Pelaksanaan BB Tematik

Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai
penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di masing-
masing pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja didalamnya.
Tugas dari tim atau unit pengelola RB Internal {STUj ini adalah:

1. Merumuskan Road Map pelaksanaan RB di lingkungan

instansi dan unit kerja;

2. Melaksanakan Road Map RB dan program-program
prioritas di setiap kementerian/lembaga/pemerintah
daerah serta unit kerja;

3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah
berjalan dengan baik;

4. Melakukan penyesugian-penyesuaian yvang diperiukan
agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan
kebutuhan stakeholders.
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Selanjutnya untuk monitoring dan  evaluasi atas
pelaksanaan RB di  intermal dibentuk tim evaluator yang
dilaksanakan oleh Inspektorat /Satuan Pengawas Internal di
pemerintah daerah dengan tugas — tugas sebagal berikut |

|, melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan

reformasi birokrasi;

2 memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi

pemerintah daerah;

3. memberikan  saran, rekomendasi, dan  perbaikan

pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah; dan

4, monitoring catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi

Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi
birokrasi mandatory tahun sebelumnya telah
ditindaklanjuti serta melaporkannya kepada Evaluator

Masional.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Internal
pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat
dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan
aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program EE internal

dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif,

T
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Trambar 4.3 Pelaksanaan RBE Level Mikro

bl Penanggung Jawab Pengampu { Leading Instfihution)
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General.

Leading Institution adalah perangkat daerah pengampu
indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General vang
memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawal, untuk
menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Heformasi
Birokrasi General, menyusun dan melaksanakan rencana aksi
tahunan peclaksanaan Reformasi Birokrasi General vang telah
diterapkan dalam Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020
=204,
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Kemudian Leading Instifution juga mengoordinasikan
pelaksanaan  kebijakan Heformasi Birokrasi General sesua
dengan indikator yang diampu,melakukan evaluasi implementasi
kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi
pemerintah  daerah dan pada perangkat daerah, menyusun
rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan
kebijakan Reformasi Birokrasi General yang telah dilakukan serta
menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang diampu setiap 6
[enam] bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan
dan Tim Evaluator Reformasi Birokrasi Daerah.

Selanjutnya dalam rangka menjamin  perbaikan
Reformasi Birokrasi General (tata kelola pemerintahan), leading
institution melakukan pembinaan dan asistensi kepada perangkat
daerah sesuai dengan Reformasi Birokrasi General yang di
Aampunys.

¢} Koordinator pengampu (leading sector] pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Tematik

Leading sector merupakan perangkat dacrah yang
memiliki peran, kewenangan, tanggung jawab, untuk menjadi
keoordinator dalam pelaksanaan tema yang di tetapkan dalam
Reformasi Birokrasi Tematik yang memiliki tugas untuk
melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capalan
kinerja tematik yang di tetapkan (logical framework], menyusun
dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tematik yang di tetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan
kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi
tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi
hirokrasi tematik vang telah dilakukan serta menyampaikan
laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi
birokrasi tematik setiap 6 {enam) bulan kepada STU untuk
disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluator Reformasi
Birokrasi Daerah.

Selanjutnya dalam rangka menjamin reformasi birokrasi
berdampak bagi tuntas nya isu-isu pembangunan di Kabupaten
Deli Serdang vang hasil nya dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat, maka leading sector harus menyinergikan upaya-
upaya percepatan pembangunan dengan perangkat daerah,
terlebih lagi bagi tema reformasi birokrasi tematik yang capaian
kinerjanya bersifat agregatif dan akumulatif dengan capaian
kinerja Kabupaten, Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk
pembagian  peran  dalam mengintervensi  pembangunan
disesuaikan dalam kewenangan masing-masing level
pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lain nya dan
tepat sasararn.
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4.2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Garda terdepan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di
Kabupaten Deli Serdang adalah perangkat daerah sebagai unsur
pelaksana seluruh agenda reformasi birokrasi.

4.2.1 Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat
Daerah di Kabupaten Deli Serdang
Untuk menjamin terjadi kesinambungan perbaikan vang
telah di lakukan (continuous tmprovement] dalam pelaksanaan
reformasi hirokrasi Kabupaten Deli Serdang, seiring dengan
perubahan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui
panajaman Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024,
maka pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi
pada level perangkat daerah akan menjadi fokus strategi dalam
implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Deli Serdang.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah secara
umum terbagi dalam 2 komponen yaitu pelaksanaan Reformasi
Birokrasi General dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik
sebagai berikut :
a). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat
Daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Ceneral level pemerintah daerah dengan
tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan
Reformasi Birokrasi pada level pemerintah daerah, Dengan
melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan
implementasinya dapat lebih cepat terlaksana. Selain  itu,
dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi General diharapan
tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah dapat
diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan
informasi untuk dilakukan perbaikan, manakala terjadi
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General perangkat daerah
mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reforrmasi
Birokrasi General pada level pemerintah daerah, dengan batas
ruang lingkup pada level perangkat daerah.

4.3 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui
berjalan atau tidaknya rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan
Reformasi Birokrasi Tematik baik di Ingkup pemerintah daerah
maupun perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan
informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tdak berjalan
sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi
untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan

evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwlan dan tahunan.
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Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi
Birokrasi Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan
evaluasi dan reformasi Birokrasi di level instansi pemerintah harus
komprehensif dikoordinasikan antara Reformasi Birokrasi General dan
Reformasi Birokrasi Tematik. Oleh karenanva, monitoring dan evaluasi
Reformasi Biroksasi General dan Reformasi Biroksasi Tematik baik di
lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten
Deli Serdang dilaksanakan secara manual maupun memanfaatkan
teknologi informasi sesuai pedoman dari Kementerian PAN-EB.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Biroksasi General
dan Reformasi Biroksasi Tematik di lingkup pemerintah daerah
dilaksanakan oleh STU/ Tim Pelaksana RB, sedangkan untuk
monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Biroksasi General di
lingkup perangkat daerah secara operasional dilaksanakan oleh
perangkat daerah yang ditunjuk scbagai leading institution Reformasi
Biroksasi General dan menitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi
Biroksasi Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan cleh STU/
Tim Pelaksana REB.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokasi General
dan Reformasi Biroksasi Tematik di lingkup pemerintah daerah
dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk
secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan
untuk evaluasi Reformasi Biroksasi General dan Reformasi Birokrasi
Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluator
Internal dan dikoordinasikan ke Tim Pelaksana REB.
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BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan
pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat
melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari
praktek KKN. Reformasi Birokrasi  juga mendorong  setiap
kementerian/lembaga/pemerintah  daerah agar manfaat keberadaannya
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan
masyarakat vang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mewajibkan
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk terus meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong
agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat
yang semakin tinggl juga memicu pelaksanaan RB untuk semaldin adaptif
dan lincah. Adanya penajaman Road Map RE pun bertujuan  untuk
menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu,
penajaman fujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus
dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator
RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat membantu menciptakan
kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen
pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen vyang kuat harus

dibangun bersama.
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Pada akhirnya, penetapan Read Map Reformasi Birokras: 2020 -
2024 Kabupaten Deli Serdang i1m1 diharapkan dapat membantu
menciptakan kesuksesan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten
Deli Serdang yang merupakan tanggung jawab seluruh elemen
pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus
dibangun bersama seluruh stakeholders di Kabupaten Deli Serdang

sebagaimana diharapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -

2025.

BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN
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Lampiran | Peraturan Bupati Deli Serdang
tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupaii Deli Serdang
Nomor 111 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang 2020-2024
Momor: 4% Tahun 2023
Tanggal ! 25 ageiplee 2023

ROAD MAP REFOEMASI BIROKRASI 2020 - 2024

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

[Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformas: Birokrasi (RB)
vang efektil, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata
kelola reformasi hirokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang
dapal dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder
yang berkepentingan. Dalam kaitannva dengan hal tersebut, Pemerintah
telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang
Crand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 vang terbagi dalam tiga
periode  Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, vaitu Foad Map
Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.
Dalam hma tahun pertama [(2010-2014), Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang memprioritaskan tujuan reformasi pada penguatan birokrasi
pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
bebas Korupsi, Kolusi dan WNepotisme, kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada perniode lima tahun kedua dari Grand Design Reformasi
Birokrasi Masional (2015-201%], Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
masih fokus memprioritaskan kelanjutan hasil pada lima tahun pertama
dan melanjutkan agenda utama mewujudkan birokrasi yang bersih,
akuntabel, melavani dengan baitk sekalipus memperbaiki kelemahan
kelemahan pencapaian periode pertama. Pada periode terakhir (2020-
2024), reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Del
Serdang masih  terus  fokus pada  peningkatan berkelanjutan
mewljudkan birokrasi vang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien

serta menjamin pelavanan publik vang prima.
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Pada periode ketiga ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga
menempatkan fjuan utama reformasi untuk semaksimal mungkin
memenuhl harapan dard tujuan umum Grand Design Reformasi
Birokrasi Nasional di tahun 20235 vaitu menghasilkan karakter hirokrasi
vang berkelas dunia (world class bureaucracy) vang dicirikan dengan
beberapa hal, vaitu pelayanan publik vang semakin berkualitas dan tata
kelola vang semakin efektil dan efisien,

Pada akhir periode Crand Design RB Tahun 2010-2025 vang
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya
reformasi diharapkan menghasilkan birokrasi vang berkelas dunia.
semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (governanee], semakin
bailk pula hasil pembangunan (development outcomes), Hal tersebut
dapat dilihat dan hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan
oleh masyarakat seperti program pengurangan kemiskinan, program
lapangan pekerjaan, dan berbagar hasil nvata yang bermuara pada
kesejahteraan  rakyat, Namun, walaupun pelaksanaan EB  telah
memasukl penode Road Map terakhir Grand Design BRB Tahun 2010-
2025, hasil yang ditunjukan masth belum optimal. Beberapa upaya RB
masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnva bherfokus pada
manfaat vang secara langsung dirasakan masvarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanva
petrbedaan  antara kondisi capman  terkini dengan  kondisi vang
diharapkan pada akhir tahun 2023, Perbedaan tersebut dapat dilihat
dari dua sisi, vaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi
perencanaan, konteks Foad Map RB 2020-2024 yvang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Perubahan Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 2020 - 2024,
belum  optimal  mengakseleras:  tata kelola  pemenntahan yang
mendorong percepatan pencapaian pembangunan daerah dan nasional
maupun daya saing global.

Pada sim pelaksanaannya, pengelolaan RO di level daerah maupun
unit kerja belum secara optimal dirasakan masyvarakat, misalnva rerkait
kinerja konkret bagi masyarakat, pelayvanan publik, dan pengurangan
praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [(KKN). Perencanaan dan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial
olech masing-masing unit kerja sehingga belum berfokus pada isu

siralegis daerah serta arah Pembangunan Daerah maupun Nasional.
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Sehingga dengan kondisi terscbut perlu dilakukan penajaman/
perubahan terhadap Road Map RB 2020-2024 Deli Serdang vang
berpedoman dengan Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan FReoad Map
Keformasi Birakrasi 2020 — 2024, Penajaman Foad Map ini juga untuk
membaniu mempercepat pencapalan sasaran pembangunan nasional
vang telah ditetapkan dalam Eencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 lentang RB,

Secara khusus, aspek utama vang perlu ditajamkan dari Road
Map RI3 2000-2024 adalah sebagai berikui:

1. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan Reformasi
Birokrasi dalam Read Map RB EKabupaten Deli Serdang belum
sepenuhnya mampu menjawab isu strategis daerah dan nasional
terkail dengan pembangunan daerah, dava saing pemerintahan,
pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis vang perlu dijawab
dengan akselerasi Reformast Birokrasi.

2, Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas
Ingtansi Pemnmenntabh  {cross culting issue), sehingga memerlukan
strategi BB untuk mengorkestras) percepatan pencapalan sasaran
lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan Reformasi Birokrasi
diharapkan menjadi kebijakan kunci vang paling berkontribusi
terhadap sasaran strategis dan iyuan Reformasi Rirokrasi,

3. Pengelolaan KB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan
sasaran strategis Heformasi Birokrasi dengan penyelesaian terhadap
akar masalah melalul perbaikan sistem dan manajemen internal,

serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.

Tujuan Penajaman Road Map R
Perubahan/ Penajaman Road Map KRB  (2020-2024) ini disusun

untuk membantu Pemenntah Eabupaten Deli Serdang  dalam
menjabarkan Visi Mis: dan Perubahan Hencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (2019-2024) Bupati dan Wakil Bupati terpilih tentang
Reformasi Birokrasi vang selaras dengan vang ditetapkan dalam Misi ke
5 waitu Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk
mewujudkan tata pemerintah vang baik dan bersih, berwibawa dan
bertanggung jawab.
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Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan
sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap Koad Map RB
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 dengan tujuan,

vaill ;

1. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB

Penajaman Read Map BB Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
2020 - 2024 bertujuan untuk mengalkselerasi pelaksanaan RB
sehingga tujuan dan sasaran strategis BB dapar dirasakan secara
signifikan oleh masvarakat. Selama ini pelaksanasn RB masih
berfokus pada upayva untuk melakukan perbaikan internal masing
masing perangkat daerah, selain itu Foead Map RB 2020 - 2024
scbelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi  dan
belum mengakomaodir tujuan utama Road Map pada Grand Design.
Melalui penajaman Rood Map RB 2020-2024 ini, dapat fokus pada
perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian

apenda Pembangunan Daerah.

2, Mendapatkan Road Map KRB yvang lebih komprehensit dan sesua
dengan kebutuhan,

Penajaman  bertwjuan  uvntuk  mewujudkan  tata  kelola
pemerintahan  yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab
kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada
menvelesailkan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan,
namun juga uniuk merespon permasalahan vang nyata terjadi di
lapangan. Berbagan perubahan hngkungan strategis dalam skala
nasional maupun glebal juga harus menjadi  dasar dalam
menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan
dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang
disruptit, tidak terprediksi, tidak menentu, dan  berpengaruh

terhadap tatanan kehidupan masvarakat.

3. Mendapatkan Road Wap KRB vang mampu menciptakan integrasi dan
orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.
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Pensjaman FRoad Map REB  2020-2024 dilakukan untuk
meningkatkan kolaborasi yvang baik dan seluruh pihak vang terkait,
baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Dinas/ Badan
vang menjadi koordinator pelaksanaan RB juga perlu didorong untuk
menyjudkan ukuran-ukuran vang lemh logis, holistik, berorentasi
ha=l, serta tidak duplkasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui
penajaman Road Map RB 2020-2024, seluruh unit kerja diharapkan
dapat menmgkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan

Pembangunan daerah.

Isu Sirategis Pelaksanasn BB Deli Serdang 2020 - 2024

Pelaksanaan KB di Kabupaten Deli Serdang menghadapi beberapa
permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir
vang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan wvang dicita-citakan pada tabun 2024, Tsu-isu
strategis tersebul akan mempengarabi konstruksl penajaman Rooad Moap
REBE Deli Serdang 2020 — 2024 .

1.3.1 Isu Strategis di Tingkat Hulu
s strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah
vang terjadi di dalam hirokrasi yang bersumber pada tata kelola
pemerintahan. Isu  strategis tingkat hulu umumnyva  akan
memimbulkan potensi masalah lan jpka tidak segera ditangan.
Beberapa isu tingkat hulu vang berkaitan dengan pelaksanaan
RB di Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:
1. Birokrasi vang Belum Kolaborartif
Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi
harus berotientasi  hasil, Untuk  mewujudkan arahan
tersebut, terdapat berbagar peran aktor dan sekior vang
menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam prakliknya,
peran  vang silo masih  menjadi  tantangan  dalam
perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB.
Oleh karena ita untuk meningkatian efektivitas peran-
peran rersebut diperlukan kolaborasi dan mtegrasi dalam
rumusan  tajuan, sasaran  (goal setting] dan  strateg

pelaksanaan RB.
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2. Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital vang
mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elekuronik  [SPBE].  Perumusan
kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah
thlaksanakan, namun saat i implementasi SPBE belum
mampu mencapal tujuan yang diharapkan. Hal i
disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di
pemeriniah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan
perencanaan dan  integrasi sistem vang  dibangun
permnerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan
penguatan dan  percepatan  implementasi SPBE  secara

berkelanjutan.
3. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang

belum tuntas
Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian
proses yang terdiri dan penvederhanaan struktur organisasi,
penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca
penvederhanaan hirokrasi. Penyesualan sistem kerja pada
Instansi  Pemerintah  dilakukan secara mendasar vang
mampu  mentransformasi  proses  bisnis  pemerintahan
menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional Sistem kerja
vang schelumnya  bersifat  berjenjang/hierarkis  menjach
sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada
kerja tim wyang fokus pada hasil serta menghargai
kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan
tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung
peticapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk
pelaksanaan  sistem kerja tersebutl, Menteri PAN-REE telah
menetapkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun
2022 tentang Sistem Kerja Pada [nstansi Pemerintah Untuk

Penvederhanaan Birokrasi.
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Dengan telah ditetapkannva Peraturan Menteni ini,
seluruh  Instansi  Pemerintah  diminta  untuk segera
menyesuaikan sistern kerjanva melalul  penyempumaan
mekanisme  kerja dan  proses  bisnis  birokrasi  vang
berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan
perbaikan pelayanan publik, dengan optumalisasi SPBE,

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional
akan dapat ditugaskan secara flexible, changeable, dan
moveable, dengan pengelolaan kinerja yvang akuntabel,
Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak terteniu
melainkan  fokus pada pencapaian tujuan  organisasi.
Dengan mekanisme kerja tersebut, Pepawai ASN dituntut
untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai  denpgan
kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanva pada unit
organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar wnit

OUEANISAS]

. Integritas  Penyelenggaraan  Pemerintahan vang masih
menghadapi kendala

Integritas  dalam penvelenggaraan permerintahan
masih menghadapi banyvak tantangan. Hal ini terlihat dari
masih  banyaknya temuan penyvimpangan, baik vang
dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya,
Kelemahan  sistern  pengawasan  mendorong  terjadinya
perilaku koruptif dan pelanpgaran integritas. Oleh karena
itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam

penyelenggaraan pemeriniahan,

- Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yvang belum terimplementasi
dengan baik

BerAKHLAK vang ditetapkan sebapgai budava kerja
Aparatur 3ipil Negara (ASN) vang menvederhanakan nilai-
nilai dasar ASN wvang terkandung dalam Undang-Undang
(UL} Nomor 3 Tahun 2014 tentang ASN, vang terdiri atas
komponen Berorientasi Pelavanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loval, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya

integritas tinggl dan pelayanan prima.
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Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi
pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam herperilaku
menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat Jdijadikan
pengungkit,  Meskipun  budaya kerja  ini  sudah
disosialisasikan kepada seluruh pemeriniah daerah, namun
belum diinternalisasi dengan baik, schingga pemahaman
makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh
pemeriniah  daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan
petigiatan dalam  internalisasi nilai BerAKHLAK secara

masil dan berkelanjutan,
1.3.2 Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang
muncul di  masyarakat terkait dengan agenda program
Pembangunan Daerah/Nasional. Isu strategis hilir Umumnya
terjacdi sebagatl turunan yvang muncul apabila isu strategis hulu
tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir vang berkaitan
dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Deli
Serdang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan
kemiskinan belum sebanding dengan sumber dava vang
dikeluarkan;

2, Tantangan resesi global dan peninglatan investasi:

3. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap
pelayvanan publik prima;

4. Dampak inflasi;

5. Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri [PDN],

1.4 Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Deli Serdang [ 2020 - 2022

Beberapa capaian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai
akhir tahun 2022 Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

. Penvederhanaan Birokrasi

Penyvederhanaan strukiur organisasi dan penvetaraan
jabatan 481 pegawai eselon IV, sudah terdapat 373 pegawai
yang dilantik menjadi fungsional. Dilakukan agar proses kerja
birokrasi menjadi lebih cepar, efektif, efizien, dan dinamis
dalam pengambilan keputusan.
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2. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE

Komitmen pemerntah wuntuk menciptakan tata kelola
pemerintahan yvang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan
pelavanan publik yang berkualitas, diwvujudkan  melaluai
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada
pengguna layanan. Pada Penilaian Tahun 2022 Indeks SPBE
Kabupaten Deli Serdang adalah 3.32 pada skala 1 - 5.

3. Penerapan Sistemm Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIF)

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik vang
memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem
penganggaran  dan  sistem  pelaporan  kinerja  schingea
memastikan kesclarasan dalam rangka pencapaian kinerja
Instansi Pemernntah. Pada Penilaian Tahun 2022 Indeks SAKIP
Kabupaten Deli Serdang adalah 70.18 dengan Predikat “BB",

4. Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima

Pelavanan prima merupakan tindakan atau upaya vang
dilakukan perusahaan atau  organisasi  tertentu untuk
memberikan  pelayanan  maksimal  dengan  tujuan agar
pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas
pelayanan vang dilakukan. Permerintah Kabupaten Deli Serdang
terus berupayva untuk mewujudkan pelayanan prima kepada
masyarakat hal ini tercermin dari penilaian yang dilaksanakan
oleh Kementerian PAN-RB melalui Indeks Persepsi Kualitas
Pelayvanan Publik (IPKP) dimana pada tahun penilaian 2022
Deli Serdang mendapat nilai 95.90 dan penilaian Kepatuhan
terhadap Standar Pelavanan Publik dar Ombudsman Rl di
tahun yvang sama Deli Serdang mendapat nilai 91,99,

Selain itu, progres capaian RB HKabupaten Deli Serdang juga dapat
dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan
pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi vang berkualitas. Pada
Gambar 1,1 merupakan capaian Indeks EB Kabupaten Deli Serdang.
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BAB 11
Gambaran Pelakzanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi
Barokrasi di Kabupaten Deli Serdang, terdapat beberapa permasalahan
vang terjadi. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi yvang belum baik dan
capaian tersebut juga belum berdampak terhadap masyarakat Kabupaten
Deli Serdang,

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang di antaranya sebagai berikut :

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Reformasi Birokrasi menjadi salah salu faktor vang
berpengaruh  terhadap capaian Indeks Reformasi  Birokrasi.
Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang sclama ini telah berjalan
meialui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Deli Serdang yvang bersifat koordinatif dirasakan belum
efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang
muncul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi yvang

diantaranya sebagai berikut ;

I] Masih terdapat paradigma atau anggapan di antara Tim Reformasi
Birokrasi yang dibentuk, bahwa ecapaian dan pelaksanaan
Feformasi Birokrasi itu menjadi tanggungiawab dari Bagian
Organisasi Sekretariat  Daerah  semata, sehingga hal  ini
menyebabkan kurang terjalinnya kolaborasi dan komunikasi YANEZ

efektil dalam implementasinya di lapangan;

2) Belum adanya pembagian peran yang jelas di antara pengampu
indikator kinerja Reformai Birokrasi. Hal ini dikarenakan dalam
dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat
daerah, komponen-komponen pembentuk Critical Success Factor
(CEF)] Reformasi Birokrasi tidak menjadi sasaran kinerja di
perangkat daerah, sehingga =seolah-olah Reformasi Birokrasi

terpisah dar dokumen perencanaan pembangunan yvang ada.
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3} Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang
dilakukan oleh koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang
dalam hal inm dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang i
delegasikan kepada Bagian Organisasi vang dalam  struktur
organisas: perangkat daerabh berada pada level menengah (mddle
level) yang harus mengoordinasikan level kepala perangkat daerah
{high level); dan

4] Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dan seluruh
jajaran baik ASN maupun stakeholder lainnya yang terlibat dalam
penvelenggaraan  pelayanan  kepada publik  terkait  dengan
mmplementast Reformasi Birokrasi di lingkungan unit kerjanya
masing-masing, schingga hal ini  menyebabkan gaung
pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak tersampaikan dengan baik

kepada publik.

b. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tahun 2022, ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformas:
Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang secara umum
masith dibawah dan vyang diharapkan. Capalan [Indikator
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli
Serdang tahun 2022 dapat di lihat pada tabel - tabel herikut:

No. Komponen Penilajan Bobot 01 'ﬂih;ﬂz
A. | Komponen Pengul;;klt |

[. Pemenuhan 20,00 7.23 7,93

! [1. Hasil Antara Area Perubahan 10,00 2,29 6,07

L. Reform 30,00 | 10,42 11,92

Total Komponen Pengunglkit 60,00 ' 23,24 26,42

Tabel 2.1, Nilai T{mmp:}nrari Penpungkit Relormasi Birokrasi
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No. Hasil Antara  Skala 2021 2022 Sumber Data
| |IndeksSistem | o 456 | 109,060 188,50 | KASN
| Merit ;
! Indeks
2 | Profesionalitas 0-100 | 50,34 49,81 | BKN
ASN l_
Indeks Sistem
Pemerintahan Kementerian PAN-
3 Rerhasis 1-3 2,39 3,32 RE
Elekironik [SPEE)
| Kualitas
Pengelolaan ] I .
4 | Pengadaan 0-100 | 32,04 | 60,70 | LKPP
Barang dan Jasa
indeles Pelayanan | 55 | 307 | 4,03 |Kementerian PANRB
6 | Kapabilitas APIP _ 0-5 2+ 2,00 | BFKP
7 | Matuntas 3PIF 0-5 2,00 3,00 | BPKF
Indeks
8 | Pengawasan 0-100 | 76,88 | B2.209 | ANRI
Kearsipan _ -
Kepatuhan Ok
4 | terhadap Standar ‘ 0-100 | 98.90 = 91,99 udsman

| Pelayanan Publik

Republik Indonesia

Tabel 2.2. Nilai Hasil Antara Reformasi Birokrasi

KPR

No.  Komponen Hasil Skala  Nilai = Sumber Data
1 | Opini BPK Opitii WP Badan Pemeriksa
Keua ngan
£ 3 Kementerian
> | N ! ¥
2 11&:1 EMHF 0-100 70,18 PANER
Indeks Persepsi K :
Kualitas Pelavanan 0-100 | 95,90 P:’ﬁ‘;g‘ﬁ“a“
3 | Publik (IPKP]
Survei Penilaian
Integritas (SP1)
Indeks Persepsi Anti i3 Eksternal oleh
4 | Korupsi {IPAK) G100 | T30 | Rowris
1 Pemberantasan :
i _ Korupsi [KPK) ;
5 Survel Internal 0-100 75.68 5Pl Internal oleh i

Organisasi

Tabel 2.3, Nilai Komponen Hasil Reformasi Birokrasi
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Nilai
2021 | 2022

No. Komponen Penilaian Bobot

B. Komponen Hasil

1 Akuntabilitas Kinena dan Keuangan 10,00 7,51 1,91

2 | Kualitas Pelayvanan Publik 10,00 8,65 0.5
3 Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas 10,00 7.02 7.75
4 | Kinerja Organisasi 10,00 5.66 f.85
Total Komponen Hasil 40,00 | 28,84 32,10
Indeks Rafurmal: Bimﬂkrasi (Pengungkit 100,00 | 52,07 5852 Z
Hasil) |

Tabel 2.4, Indeks Reformasi Birokrasi {Pengungkit + [Iasji]- .

Retercapaian setiap Indikator penilaian setiap komponen pelaksanaan
Reformasi Birokras: di Kabupaten Deli Serdang merupakan gambaran dar
mmplementasi nyvata di lapangan. Dari tabel-tabel vang di paparkan
menunjukan cerminan nyata dari implementasi pelaksanaan reformasi di
Kabupaten Deh Serdang dan dan hasil vang didapat perlu tindakan secara
komprehensif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar perbaikan merata

pada seluruh perangkat daerah dari segi pelaksanaan reformasi birokrasi.

2.1, Kondisi Eksisting Sesuai Dengan Perubahan Road Map RB 2020-
2024 Nasional [ Target Capaian Indikator Tujuan RBE Nasional)
Kondis: eksisting Reformas: Birokrasi Pemerintah Kahupaten Deli
Serdang dibandingkan dengan target pada Road Map RB Nasional
(PermenPAN-REB No 3 Tahun 2023) dengan target P-RPIJMD 2019 -

2024 Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut :



: . Target Road | .
No | Tujuan RB 2020- Indikator Tujuan Map RB 'rugﬂ: Kondisi 2022
2024 . rdu;jlm!r
1. | Terwujudnya birokrasi | Copaian Indeks | 70 0 FI 58,52 1CC§“
vung bersih, cfektif dan | Reformasi kabipsters
berdaya saing  Birokrasi /Ko
mendorong Kementerian/ Minimal Raik
pembangunan nasional | Lembogo/
dan pelavanan puhiik Pemerintah
Diacrah |
Capaian Indikator | Anghka 4,0M% 3.62%
Kinerja | Kemiskinan
Pembangunan | Menurun
! Pertumbuhan G O3, BT%
. | Investasi
I Meningkat
2, | Terciptanya tata | Indeks SPRE S0%0 3,32 (skala 1
krlola Kab/kota 3l
pemerintahan  digital | | Baik .
FELLE lincah, | Coapeian 100 72,000 TO8
kolaberatf, dan | Akuntabililas Kementrian
akuntahel Kincrja Lembaga /
Pemerintsh
Mracrah
Minimal Baik
Capatan 100%, WTP WTP | sejak |
Akuntabilitas kementerian / LEKPD TA 2020
Keuangan lem baga /
pemetirteh
dacrah  WI'P
dengan
Lingkat
tindak Lanjut
— - - - - Hﬂ%. I — e
3. | Terciptanva  Budaya  Nilai Survei | 7.66% 10% [commited)
| Birokrasi BerAKHLAK Employer Branding
| dengan ASN yang | Nilai Survei Indeks | 67,124% = 63,30%
Profesinnal | BerAKHLAK : [
Nilisi Survei | Nilal  rata- 2 75,68
Penilaian rata
Eralegritas kementerian/
lembiags
pemerintah
daerah
meningkar |
Nilai Survei | Nilad rata- 77,35 71,69
Boe pribssan rata
Masvarakal kementoriany |
lembeaga /
pemeriniah
dacrah
meninghkat

Tabel 2.5 Perhandmga.n Kondisi Eksisting dengan Target Hua_u:l Map RB
Nasional dan P- RPJMD 2019 - 2024 Deli Serdang
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BAB ImI

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN DELI
SERDANG 2020 - 2024

3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran RB
Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang perubahan atas peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Rirokrasi Nomor 25 Tahun

2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 talah menetapkan

tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi secara nasional, Tujuan

Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah Birokrasi yang bersih, efektif, dan

berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan

publik, sedangkan sasaran Relormasi Birokrasi Tahun 2020-2024 vaitu

l. Terciptanya tata kelola pemerintah digital yang efektif, lincah, dan
kolaboratif sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan
|governance] vang mampu mempertanggung jawabkan penggunaan
sumber daya melalui penciptaan hasil / dampak vang nyvata bagi
masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk
selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan
lingkungan strategis vang berciri  VUCA ( Volatility, [ncertainty,
Complextty, Ambiguity). Strategi utama untuk merciptakan tata kelala
pemerintahan i adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan
komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola
yang baik dan penyediaan pelayanan publik vang berkualitas.

2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN vang profesional,
Sasaran ini berkaitan dengan budava birokrasi vang mengedepankan
nilai orientas: pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loval, adaptif,
dan kolaboratif dalam pelaksaan tugas menvelenggarakan pelavanan
publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN vang memiliki
komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja, dan dava saing vang
tinggi.

3.2 Perencanaan RB General
Pelaksanaan RBE pada level mikro mengacu pada kebijakan RB
yang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar
pada Foad Map RB 2020-2024 dengan penajaman vang mengarahkan

Pelaksanaan RB ke dalam 2 fokus, yaitu RB General dan RB Tematik.,
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Perencanaan RBE General Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
mengacu kepada pelaksanaan RE Nasional. Tahapan Pembangunan BB
General Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat diilustrasikan
dalam gambar berikut:

B it et T a— Polikisaaas Megnimrng
1 Eoyjpidan | Bamae Sapisiss ihsmay | Bescass Lkai B Alp dan Kvaiuaal
Grambar 3.1 Tahapan Pelaksanaan RB General Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang

3.2.1. Penctapan Prioritas Kegiatan Utama

Pemerintah daerah  sebagai  pelaksana level mikro
melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam dimensi prioritas nasional
yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan
Utama dan telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi
Nasional, serta berifat mandatory.

Kegiatan utama reformasi birokrasi vang bersifat mandatory di
Deli Serdang tetapkan sebagaimana tabel berikut :

|I M ‘ Kegiatan Utama (KU) Indikator Kegiatan Utams —I
Penvederbinnaan Birolrasi
[Penyederhanaan Struktur Tingkat Implementasi
1 Organisasi)/ transformasi Penvederhanaan
organisasi bebasis kinerja dan | Birokrasi ‘
| Pelaksanaan Sistem Kerjs Baru | Tingkat Implementasi Sistem kerja |
2 dengan model fleksibel bagi Baru
Pegawai ASN | dan Fleksibilitas Berkerja Pegawni
3 Pelaksannan Arsitektur SPBE Indcks Sistem Pemerintahan Berbasis

| nasional Elektronik (SPBE) ‘

Pelaksanaan Sistem i
-+ Akuntahililas Kinerja Instansi
| Pemerintah vang ferintegrasi

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah [AKID)

| Tingkt keberhasilan pembangunan

- P na Integri : :
3 embangunan Zona Integritas | - = imlepritas

' Penguatan implementasi

G sistem pengendalian intern Tingkatl Maturitas SPIP
_ ppemermmab fSPTE; ¢ i m s
- Penguatan Pengelolaan Tingkat Tindak Lanjur Pengaduan
Femgaduan Masyvarakat Masyarakat (LAPOR)

Penguatan Upava Pencegahan

Korupsi Survet Penilaian Integritas
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No | Kepiatan Utama (KU}

o

Indiknmri{ﬂgman Utama

Pelaksanaan Tata Kelala
Kehijakan Publik

I

undangan

Pelaksanaan Pembentukan
Peraturan Perundang -

Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Reformasi Huokom |

Pelaksanaan Arsip Digital

Tingkat Digitalisasi Arsip ‘

Pelaksanaan Data Statistik
Sekloral

- Tingkat Kematangan Penyelenggaraan

Statistik Sektoral

Penguatan Pengadaan Barang
| dan Jasa Pemerntah

14

.i"‘f'nﬂuﬂl.u:n Pengelolaan
Keuangan dan Aset

Indeks Tata Kelola Pengadaan

Opini BPK

13

16

Penataan Jabatan Fungsional

| Penpuatan Manajemen Talenta
ASN

Pengelolaan Kinerja Pegawai
ASN

Penguatan Sistem Merdt

Palaksanaan Core Values ASN

Pelaksanaan Pelavanan Publik
Prima

[ndeks Beralkhlak

Indeks Sistem Merii

Survel Kepuasan Masyarakal [SKM)
Indeks Pelayanan Puhilik

Tingkat Kepatuhan Standar
Pelayvanan Publik

Tabel 3.1 Kegiatan Utama Mandatory

=etelah indikator dan Kegiatan Utama (KU) maendatory ditentukan

sesual fabel di atas selanjutnya ditetapkan target dari Kegiatan Utama
|KU) tersebut sebagaimana tabel berikut :
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3.3 Pembangunan BB Tematik Rabupaten Deli Serdang

KRB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan
menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan
(debottlenecking) vang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan
nasional secara kolaboratif. Konsep RB Tematik, diharapkan dapat
mendorong percepatan Reformasi Birokrasi vang kolaboratif dan efeletif
mengungkit capaian kinerja  prioritas pembangunan sehinggs dapat
dirasakan manfaatnya oleh masvarakat secara luas. Melalui Reformasi
Birokrasi Tematik, pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata dalam
pembangunan dengan berbagai pelaksanaan program kegiatan vang
sifatnya problem solving debottlenecking dalam tata kelola pemerintah,

Tahapan pembangunan RB Tematik Kabupaten Deli Serdang

dapal digambarlkan seperti berikut -

Tahapan RB Tematik (K/L/D)

B I
0 reltormast Barok

Crambar 3.2 Tahapan RB Tematik

3.3.1 Pemilihan/ Menetapkan Tema RE Tematik

Langkah awal dalam kerangka pembangunan BB Tematik
adalah menetapkan fema yang akan dijadikan sebagai fokus
RBE Tematik pada tahun berjalan. Dalam menetapkan tema,
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berangkat dari evidence
berupa data yang kuat dan relevan (evidence based policy).
Data merupakan komponen penting pada tahap ini karena data
tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang dapat
digunakan scbagai dasar penetapan tema. Data vang
digunakan dapat berupa data primer maupun sekunder, baik

dari internal maupun eksternal instansi pemerintah.
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Metode yang digunakan adalah melalui evaluasi terhadap
kinerja diinginkan yang dibandingkan dengan kinerja eksisting,
sSetelah  melakukan Vang

malka

identifikasi terthadap kinera

diinginkan dengan kinerja eksisting vang ada,
sclanjutnya adalah memperhatikan GAP yvang muncul dan
kedua kinerja/kondisi tersecbut. Keberhasilan pelaksanaan RB
Tematik tidak terlepas dari kemampuan instansi pemerintah
dalam mengenali adanva permasalahan kesenjangan antara
kinerja vang sudah ada dengan kinerja yang akan dicapai

dalam RB Tematik.

=

1 -3 - —
-
150 Gj L
Penongoubs agan Peninghatan Drigitalinay
Hemithinam e Pamerimtahan

£

Fevugerndplian nflass

s

Panbrghontan Fenggunaan
Produl Delam Negesi IPON)

Cambar 3.3 Tema Pelaksanaan RB Tematik

Tabel 3.3 Analisa Penetapan Tema RBE Tematik
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Dari analisa data pada tabel 3.3. di atas, beberapa indikator

dan tema pada RB Tematik untuk Kabupaten Deli Serdang memang

sudah melampaui Target Nasional seperti angka kemiskinan pada
tahun 2022 Deli Serdang sudah mencapai angka 3,62% sedangkan
target nasional untuk angka kemiskinan pada rahun 2024 adalah

T,
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Namun demikian dalam Perubahan Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024 Deli Serdang yvang memiliki wakiu pelaksanaan
hingga tahun 2024. Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang menetapkan

3 (limaj tema Reformasi Birokrasi Tematik yaitu:

a. Penpgentasan kemiskinan

Ix. Peningkatan investasi;

c. Digitalisasi pemerintahan (Program Percepatan Pencegahan dan
Penurunan Anghka Stunting);

d. Pemingkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN|:dan

e. Pengendalian inflasi

3.3.2 Identifikazi Masalah
a. Pengentasan Kemiskinan

kRecenderungan kemiskinan di  Kabupaten Deli Serdang
mempunyal empat dimensi pokok, yaituw: (1) minimnya kesempatan
kerja, (2) rendahnya kemampuan, keterampilan kerja (3] terbarasnya
jaminan seosial; dan {4] pemberdavaan vang kurang. Dengan upaya
pemerintah daerah vang terus meningkatkan infrastruktur diharapkan
dapat memacu perekonomian daerah yvang diharapkan dapat menjadi
daya ungkit mengurangl kemiskinan, namun demikian dengan
keberhasilan pembangunan ckonomi yang telah dilakukan ternvata

belum dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan,

Dari identifikasi dan analisa vang dilakukan, salah saily
penyebabnya adalah lemahnya hemampusn masyvarakal  untuk
mempergunakan infrastrukiur yang telah dibangun untuk menjadi
modal dalam melaksanakan kegiatan wusaha. Belum optimalnva
masyarakal dalam memanfaatkan infrastrukiur vang dibangun sehingpa
diperlukan suatu program dan kegiatan vang dapat mendorong
pemanfaatan infrastruktur  yang  telah  ada  untulk mendukung
pembangunan ekonomi masyarakat sckaligus dengan menerapkan akses
keterbukaan terhadap investor yang ingin menanamkan modainva di

Kabupaten Deli Serdang.
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Berdasarkan data Badan Pusat Staristik daerah Kahupaten Deli
Serdang bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang
mengalami peningkatan, sejak tahun 2016 sebesar 4,86 persen dan
terus menglami penurunan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 3,88
persen walaupun pertumbuhan ekonomi vang cenderung menurun
menjadi - 1.¥8 persen. Jika membahas perckonomian Kabupaten Deli
Serdang dari sudut pandang Pendapatan Domestik Regional Bruto
(PDEB), pada tahun 2020 menunjukkan bahwa atas dasar berlaku telah
mencapai sebesar Rp 110,145 miliar berada dalam posisi ke dua di
Provinsi Sumatera Utara, sedangkan PDRB alas dasar konstan tahun
2010 pada tahun 2020 sebesar 70.596 68 miliar rupiah.

Dengan melihat angka PDRB dan jumlah kemiskinan, maka
pemeriniah perlu melakukan perbaikan  perekonorian untuk
masvarakat kalangan menengah ke bawah.

b. Peningkatan Investasi

Dalam rangka mengural beberapa permasalahan vang dihadapi
Kabupaten Deli Serdang terkait dengan meningkatkan investasi pada
pemerintah kabupaten Deli Serdang, maka Kabuparen Deli Serdang
memilin tema peningkatan investasi untuk menyelesaikan masalah-
masalah sebapal benlout:

1, Belum optimalnva pengumpulan data potensi dan  peluang
investasi Kabupaten Deli Serdang, karena adanva wabhah pandemi
covid-19 dan minim nya data potensi dan peluang invedtasi pada
perangkal daerah;

2. Rendahnya  kesadaran  perusahaan PMA/PMDN  untuk
menvampaikan LKPM, karena kurangnya kesadaran pelalos usaha
terhadap pentingnya pelaporan LKPM ;

J. Peningkatan jumlah PMA maupun FMDN belum maksimal
disebabkan karena adanya wabah pandemi covid-19;

4. Bulitnya mengetahui milal realisasi investasi dan jumlah investor
pada aplikasi Online Single Submission (0SS]) karena adanya
perubahan versi 038  vang menvulitkan  usaha untuk
mendaftarkan perusahasnnva;

2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan
karena adanva anggapan bahwa mengurus perizinan sulit dan
berhelit-belit.
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c. Digitalisasi Pemerintahan (Pregram Percepatan Pencegahan
dan Penurunan Angka Stunting)

Hadimys Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE} memberikan babak baru bagi
pemerintahan  pusat maupun daerab  untuk memperbaiki  dan
meningkatkan tata kelola atau manajemen pemerintahan. Implikasi
dengan diberlakukannya peraturan tersebut telah mendorong seluruh
instansi pemerintah untuk wajib menerapkan SPRE atau yvang lebih
dikenal dengan e-goverrument. Hal ini sebagai langkah adaptasi dari
tantangan dunia yvaitu revolusi industri 4.0, schingga penerapan e-
governinen! bagi penvelenggara pemerintahan buken Jagi  sebagai
pilthan, tetapi suatu keharusan,

Penerapan digitalisasi sistem tata kelola pemerintahan ini adalah
strategl untuk mereformasi birokrasi yang bermuara pada pelayanan
publik vang prima. lmplementasi SBPE secara optimal akan memberikan
dampak langsung maupun tfidak langsung terhadap integrasi sisiem,
sehingga dapat meningkatkan efeltivitas dan elisiensi. Program
Percepatan Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting vang menjadi
salah satu prioritas presiden diharapkan dapal opltimal pelaksanaannva
dengan penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Diharapkan penerapan e-government akan menekan praktik
curang dalam birokrasi, seperti pungutan liar, suap menvuap, sampai
dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN]. Keterkaitan RPIMD
Rabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dengan Rencana Induk
Sistern Pemerintahan Berbasis Elektronik [SPBE) Naszional berada pada
Misi ke-3 yaitu: “Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah
untuk mewwjudkan tata pemenntah vang baik dan bersib, beraibawa

dan bertangeung jawab.

d. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (F3DN)
adalah salah satu upaya Pemerintah untulk mendorong masyarakal agar
lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.
Setiap belanja mstansi pemerintah didorong agar mengurangi impor dan
banyvak memanfaatkan produk dalam negeri, Kedepan pada tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Deli SBerdang menargetkan realisasi PDN sebesar
4%,
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e. Pengendalian inflasi

Kinerja perekonomian Kabupaten Deli Serdang vang dipambarkan
berdasarkan atas perubahan nilai PDEB Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) 2010, pada tahun 2018 laju pertumbuhan ckonomi 5,15 persen
menurun menjadi 5,18 persen pada tahun 2019 dan mengalami
penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar -1, 78 persen. Secara riil
untuk PDRB per kapita berdasarkan ADHK dari tahun 2017 hingea
tahun 2021 mengalami peningkatan, dengan masing-masing yaitu
merjadt sebesar 44,07 juta rupiah pada tabhun 2017, menjadi sebesar
46,91 juta rupiah pada tahun 2018, menjadi sebesar 49,79 juta rupiah
pada tahun 2019, menjadi 57,02 juta rupiah pada tahun 2020 dan
menjadi 59,39 juta rupiah pada tahun 2021,

Pada tahun 2021 penunjang utama terhadap perekonomian
Kabupaten Deli S8erdang menurut lapangan usaha Atas Dasar Harea
Berlalu {ADHB] vang terdin dan 17 sektor masth didominasi oleh
indusiri pengolahan vang merupakan penyumbang terbesar dalam
pembentukan PDEB Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tahun-tahun
scbelumnya, hal ini terlihat dari besarmnva kontribusi  industei
pengolahan dalam pembentukan PDRE Kabupaten Deli Serdang vaitu
sebesar 31,41 persen. Katepori penyumbang terbesar kedua dalam
memberikan kontnbusi PDREE Kabupaten Deli Serdang adalah kategori
perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor vaitu
sebesar 17,78 persen, kemudian dilanjutkan dengan kategori konstruksi
vaitu 16,49 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan 10,539 persen,
sedangkan penyumbang terkecil atas distribusi PDRB Kabupaten Deli
Serdang yaitu kategon pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan
daur ulang vaitu sebesar (0,04 persen. Peningkatan PDRBE per Kapita
kabupaten Deli Serdang ini memberkan pengaruh terhadap
peningkatan keburuhan dan konsumsi masyarakat, namun terkadang
permasalaban antara ketersediaan dan pemenuhan atas kebutuhan
barang dan jasa vang tidak sebanding seringkali menimbulkan kenaikan
harga barang dan jasa. Kenalkan harga dari berbagai kelompok-
kelvmpok barang dan jasa mengalabatkan terjadinya inflasi.
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Tingkat inflasi menggambarkan peningkatan harga secara terus
menerus. [nflasi vang digolongkan dalam kelompok inflasi ringan jika
capalan inflasi kurang dari 10 persen. Inflasi vang ringan dibutuhkan
dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar memproduksi
lebih banyak barang dan jasa sehingega dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi, Scbaliknya, inflasi yang tinggl akan memberikan dampak
negatif karena akan mendorong penurunan konsumsi masyarakar yang
berdampak terhadap penurunan produktifitas ckonomni.

3.3.3 Penetapan Kinerja RB Tematik
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Tabel 3.4 Tabel Target Kinerja RB Tematik

4.3.4 Kerangka Logis (Logical Frameweork) Setiap Tema RB Tematik

a. Pengentasan kemiskinan

Menurunnya Angks Kemiskinan
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Gambar 3.4 Kerangka Logis Kinerja BB Tematik Tema Pengentasan
Kemiskinan
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BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN RE DI KABUPATEN DELI SERDANG

#.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

4.1.1 Framework Implementasi Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Deli
Serdang

Arah kebijakan implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten

Deli Serdang di fokuskan untul Reformasi Birokrasi IMAanajeman

tata kelola pemerintah ([Reformasi Birokrasi General) dan

mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu

menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata

bagi masyvarakat (Reformasi Birokrasi Tematik). Percepatan

berbagai agenda pembangunan vang berdampak nyvata bagi

masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata

kelela  pemerintahannya.  Oleh  karenanva pembangunan

Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik

sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas

vang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan

berinngan.

’( Tematik

Fokus
Implementasi

Gambar 4.1, Framework lmplementasi Reformasi Birokrasi D

Kabupaten Deli Serdang
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4.1.2 Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Untuk menjamin efeksifitas dan cfesiensi dalam pelaksaan
kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Delj serdang, baik
Reformasi Birokrast General maupun Reformasi Birokrasi Tematik
memeriukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan
ini di upayvakan dengan pembenahan pengelola Reformasi
Birokrasi di ingkup pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang,
Berbeda dengan periodizasi Road Map Reformasi Birokrasi Deli
Serdang terdahulu, pengelola Reformasi Birokrasi dibentuk dalam
sebuah 1im Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggola vang
cukup besar yang dari hasil evaluasi dirasa tidak optimal maka
dalam Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Deli
Serdang 2020 - 2024 pengelola Reformasi Birokrasi dilevel
pemerintah  dacrah  disusun  secara lebih  simpel dengan

pembagian peran vang cukup jelas dan terarah.

Leading Institution
Pengampu KRB General

Pengelola BB Internal) = A
Btrategio Transformation i .
Undt [STU) :

Leading Sector
Pengampu RE Tematik

Gambar 4.2 Pengelola Reformasi Birokrasi Level Pemerintah Daerah
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Pengelola Reformasi Birokrasi level pemerintah  daerah
kabupaten Deli Serdang terdiri dari Tim Pengelola RB Internal/
Strategic  Transformation Unit  (STU), Leading Insittution
Pengampuh Reformasi Birokrasi General dan Leading Sector
Pengampu Reformasi Birokrasi Tematik, Pada Pemerintah daerah
Kabupaten Deli Serdang tdak dibentuk secara khusus tim
Reformasi Birokrasi General dikarenakan seluruh kinerja
Reformasi Birokrasi General telah tercantum didalarm RPD dan
Eenstra perangkat daerah sehingga pembangunan Reformasi
Birokrasi General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja
pembangunan daerah  khususnya pada aspek tata kelola
pemerintah sehingga sudah secara otomatis telah  menjadi
tanggung jawab dari perangkar daerah pengampunya,

Begitu pula halnya dengan pelaksaan Reformasi Birokrasi
Tematik, tidak secara khusus dibentuk tim Reformasi Birokrasi
Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya
telah  rterbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu
pembangunan vang dijadikan tema dalam Reformasi Birokrasi
Tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemislkinan 1elah
terbentuk Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD], untuk pengendalian inflasi telah terbentulk Tim
FPengendalian  Inflasi Daerah [TPID), untuk pengguna produk
dalam negeri telah terbentuk tim Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri {Tim P3DN), untuk peningkatan invesiasi
telah terbentuk tim percepatan infestasi dacrah. Adapun tema
untuk Reformasi Birokrasi Tematik lainnya apabila perlu
dibentuk tim maka diberikan keleluasan kepada Leading Sector
Feformasi Birokrasi Tematik tersebut.

a) Pengelola KB Internal/ Strafegis Transformation Unit (STU)

Pelaksana RBE di level mikro merupakan pelaksanaan REBE
oleh instansi daerah masing-masing. Pada implementasinya
setiap pelaksanaan RB pada level mikro dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah. Hal im1 untuk memastikan bahwa program-
program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistemik,
komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di
pemerintah  daerah. Dalam rangka untuk memastikan
implementasi tersebut, Sekretaris Daerah setiap pemerintah
daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal
[Strategic Transformation Unit (STU). Sitruktur STU  bersifat
fungsional dan tidak haruz dibentuk baru, melainkan bisa
dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada
struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-
mAasing instansi.
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Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birckrasi, Tim
Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Tim Ewvaluator Internal
Reformasi Birokrasi. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi memiliki
tugas memberikan arahan kepada tim pelaksana terkait
kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi,

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang, beranggotakan:

l. Ketua : Bupati Deli Serdang

2. Wakil Ketua 1 Walkil Bupati Deli Serdang

3. Bekretans : Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang

4. Anggota : Asisten pada Sckretariat Daerah Kab,
Dell Serdang dan Staf Ahli Bupati Deli
Serdang

Tim Pelaksana Heformasi Birckrasi Pemerintah Kabupaten
Dell Serdang, beranggotakan;
1. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang
2. Sekretaris :Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kab. Deli Serdang
3. Bidang-Bidang :
a. Pelaksanaan RE General
b. Pelaksanaan BB Tematik

Tim atau unit pengelola BB tersebut akan berperan sebagai
penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di masing-
masing pemerintah daesrah beserta jajaran unit kerja didalamnya.
Tugas dar tim atau unit pengelola RB Internal (STU) ini adalah:

1. Merumuskan Rood Map pelaksanaan RB di lingkungan

instansi dan unit kerja;

B

. Melaksanakan Road Map RB dan program-program
prioritas di setiap kementerian/lembaga/pemerintah
daerah serta unit kerja;

3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah

berjalan dengan baik;

4. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan

agar target vang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan

kebutuhan stakeholders.
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Selanjutnya untuk monitoring dan  evaluasi  atas
pelaksanaan RE i internal dibentuk tim  evaluator yang
dilaksanakan olch Inspektorat /Satuan Pengawas Internal di
pemerintah dacrah dengan tugas — tugas sebagai berikut

l.melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksahaan

reformasi birokrasi;

2. memastikan  kualitas pelaksanaan reformasi hirokrasi

pemerintah daerah:

3. memberikan  saran, rekomendasi, dan perbaikan

pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daergh; dan

4. monitoring catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi

Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi
birokrasi mandatory tahun sehelumnva telah
ditindaklanjuti serta melaporkannya kepada Evaluator

Masional.

Selain itu, untuk memastikan bahwa progpram RB Internal
pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat
dilaksanakan sampsal unit-unit kerja, maka diperlukan kelerlibatan
alktif dari setiap pimpinan unit kerja schingga program RB internal

dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaborarif,

e
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Jambar 4.3 Pelaksanaan RB Level Milkro

b Penangpung Jawab Pengampu (Leading mstitution) Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi General.

Leading Institution adalah perangkat daerah pengampu
indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yvang
memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab, untuk
menetapkan  target capaian  kinerja  pelaksanaan Reformasi
Birokrasi General, menvusun dan melaksanakan rencana aksi
tahunan pelaksanaan Reformasi Biraokrasi General yvang telah
diterapkan dalam Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020
-2024.
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Kemudian lLeading [Institution juga mengoordinasikan
pelaksanaan kebijakan Reformasi Birckrasi General sesuai
dengan indikator yvang diampu,melakukan evaluasi implementasi
kebjjakan  pelaksanaan  reformasi  birokrasi pada  instansi
pemerintah  daerah dan pada perangkat daerah, menvusun
rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan
kebijakan Relormasi Birokrasi General vang telah dilakulkan serta
menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang diampu setiap 6
fenam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan
dan Tim Evaluator Reformasi Birokrasi Daerah.

Selanjutnya dalam  rangka menjamin perbaikan
Feformasi Birckrasi General [tata kelola pemerintahan), leading
institution melakukan pembinaan dan asistensi kepada perangkat
daerah sesual dengan Reformasi Birokrasi General vang di
AT PUTIYA,

¢)] Koordinator pengampu (leading sectorj pelaksanaan Reformasi
Birokras1 Tematik

Leading sector merupakan perangkar daerah  vang
memiliki peran, kewenangan, tanggung jawab, untuk menjadi
keoordinator dalam pelaksanaan tema yang di letapkan dalam
Reformasi  Birokrasi Tematilk yang memiliki tugas untuk
melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian
kinerja tematik yang di tetapkan (logical framework), menyusun
dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tematik yang di tetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan
kebijakan tematik wang ditetapkan, menyusun rencana aksi
tindalk lanjut hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi
birokrast tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan
laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi
birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk
disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluator Reformasi
Birckrasi Daerah.

Selanjutnya dalam rangka menjamin reformasi birokrasi
berdampak bagl tuntas nya isu-isu pembangunan di Kabupaten
Deli Serdang yang hasil nya dapat dirasakan langsung oleh
masvarakat, maka leading sector harus menyinergikan upaya-
Upaya percepatan pembangunan dengan perangkat daerah,
terlebih lagi bagi tema reformasi birokrasi tematik yang capaian
kinerjanya bersifat agregatif dan akumulatif dengan capaian
kinerja Kabupaten. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk
pembagian  peran  dalam  mengintervensi  pembangunan
disesuaikan dalam kewenangan masing-masing level
pemerintahan vang saling mendukung satu dengan lain nva dan
tepat sagaran.
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4.2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Garda rterdepan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi  di
Kabupaten Deli Serdang adalah perangkat daerah sebagai unsur
pelaksana seluruh agenda reformasi birokrasi,

4.2.1 Fokus Strategi Implementasi Reformasi  Birokrasi Perangkat
Diaerah di Kabupaten Deli Serdang
Untuk menjamin terjadi kesinambungan perbaikan vang
telah di lakukan (confinuous improvement) dalam pelaksanaan
reformasi birgkrasi Kabupaten Deli Serdang, seiring dengan
perubahan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalud
panajaman Rond Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024,
maka pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi RBirokrasi
pada level perangkat daerah akan menjadi fokus straregi dalam
implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Deli Serdang.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah secara
umum terbagi dalam 2 komponen yaitu pelaksanaan Reformasi
Hirokrasi General dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik
sebagal berikut :
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat
Daerah merupakan strategi internalisasi dan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi General level pemerintah daerah dengan
tjuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan
Relormasi Birokrasi pada level pemerintah daerah. Dengan
melibatkan seluruh  perangkat daerah, maka diharapkan
implementasinya dapat lebith cepat rterlaksana. Selain itu,
dengan melaksanakan Heformasi Birokrasi General diharapan
lata kelola pemerintahan pada level peranghkat daerah dapat
divkur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan
informasi untuk dilakukan perbaikan, manakala terjadi
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Bircokrasi.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General perangkat daerah
mengacy pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Ceneral pada level pemerintah daerah, dengan hatas
ruang lingkup pada level perangkat daerah.

4.3 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB

Monitoring dan  evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui
herjalan atau tidaknya rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan
Fetormast Birokrasi Tematik baik di Ingkup pemerintah  daerah
matipun perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan
informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan
sesual yang diharapkan malka dilakukan analisis dan rekomendasi
untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan

evaluasi dilakukan dalam kurun waktu trivwulan dan tahunan.
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Dalam pelaksanaan Reformasi Rirokrasi General dan Reformasi
Birokrasi Tematik dapal saling berhubungan sehingga monitoring dan
evaluasi dan reformasi Birokrasi di level instansi pemerintah harus
komprehensif dikoordinasikan antara Reformasi Birokrasi General dan
Reformasi Birokrasi Tematik. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi
REeformasi Biroksasi General dan Reformasi Biroksasi Tematik baik di
ingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah dj Kabupaten
Deli Serdang dilaksanakan secara manual maupun memanfaatkan
teknologi informasi sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Biroksasi General
dan Reformasi Biroksasi Tematik i lingkup pemeriniah  daerah
dilaksanakan oleh STU/ Tim Pelaksana RB, sedangkan untuk
monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Biroksasi General di
lingkup perangkat daerah secara operasional dilaksanakan oleh
perangkat daerah yang ditunjuk sebagai leading institution Reformasi
Biroksasi General dan menitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi
Biroksasi Tematik di lingkup perangkat dacrah dilaksanakan oleh STU/
Tim Pelaksana RB.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokasi General
dan Reformasi Biroksasi Tematik di lingkup pemerintah daerah
dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIF atau tim yang dibentuk
secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan
untulk evaluasi Reformasi Biroksasi General dan Reformasi Rirokrasi
Tematik di ingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluator
Internal dan dikoordinasikan ke Tim Pelaksana RB.



41
BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan
pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat
melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari
prakiek KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong seliap
kementerian /lembaga/pemerintah  daerah agar manfaat keheradaannya
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, [Di tengah tuntutan
masyarakat yang semakin tingg, Reformasi Birokrasi mewajibkan
Pemerintah Kabupaten Deli S8erdang untuk terus meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Perubahan mindset dan cufture set harus terus didarong
agar hirokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat
yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif
dan lincah. Adanya penajaman Road Map RB pun bertujusn untul
menjawab  hal tersebur dengan terfokus pada empat aspek, yaitu,
pensjaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus
dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator
RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat memhbantu menciptakan
kesuksesan HB yang merupakan tanggung jawal segenap elemen
pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus

dibangun bersama.
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Pada akhirnya, penetapan Road Map Reformasi Birokrasi 2020 -
2024 Kabupaten Deli Serdang ini diharapkan dapat membantu
menciplakan kesuksesan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten
Deli Serdang wvang merupakan tanggung jawab seluruh elemen
pemerintahan., Sehingga kesadaran dan komitmen wvang kuat harus
dibangun bersama seluruh  stakeholders di Kabupaten Deli Serdang

sebagaimana diharapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 —

2025.
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